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Penemuan di bidang  Rekayasa Reproduksi merupakan suatu temuan besar, 
antara lain penemuan kloning embrio , inseminasi, sewa rahim dan bank sperma. 
Penemuan ini juga merupakan pengrusakan terhadap generasi manusia, karena 
dalam penemuan Rekayasa Reproduksi terdapat antinomi nilai, yaitu adanya dua 
pertentangan nilai. Di satu sisi, bisa menolong manusia, dan disisi lain, merupakan 
penyebab dipermainkannya penciptaan manusia.Disertasi ini berupaya untuk 
menawarkan sebuah perspektif baru dalam ilmu hukum, yaitu paradigma 
transendental dalam hukum dalam hal Rekayasa Reproduksi. Paradigma ini 
diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif dalam proses pembangunan ilmu 
hukum yang saat ini sangat didominasi oleh paradigma rasional. Hukum Rekayasa 
Reproduksi yang berbasis nilai nilai transendental dalam membuat aturan 
mengambil keputusan hukum melalui pandangan agama, ijtihad para ulama dan 
juga mendahulukan manfaat daripada mudharat yang dihasilkan dari kemajuan 
Rekayasa Reproduksi tersebut. Harmonisasi antara hukum positif dan nilai nilai 
transendental akan menjadikan hukum Rekayasa Reproduksi bisa membentengi 
Indonesia dari masuknya kemajuan rekayasa reproduksi yang terus mengalami 
pembaharuan dan penciptaan penciptaan tak terbatas. 
Kata Kunci: Hukum, Rekayasa Reproduksi, Transendental. 
 
PENDAHULUAN 
The Washington Times, pernah memuat sebuah karikatur yang cukup 
menarik tentang pasangan suami isteri yang belum memiliki keturunan tengah 
berdiri di depan mesin rekayasa  genetik yang dapat diprogram sesuai dengan 
keinginan untuk menentukan karakteristik fisik dan mental anak. Kemudian mesin 
tersebut akan memproses dan menghasilkan produk genetik. Pasangan mandul ini 
kemudian menyentuh tombol kecerdasan yang berisi deretan gambar orang-orang 
cerdas dan jenius di dunia. Untuk ukuran fisik mereka memilih tombol orang kuat 
dan tampan. Mereka memilih gambar Albert Einstein yang merepresentasikan 
kecerdasan, tubuh tinggi besar Arnold Shcwarzenenger dan wajah tampan artis 
terkenal Tom Cruise. Sementara untuk anak perempuan, mereka memilih 
kecerdasan Madeliene Albright yang pernah menjadi menteri luar negeri Amerika, 
tubuh yang padat berisi seperti Pamela Anderson dan wajah yang eksotis Marlyn 
Monroe. Setelah selesai memilih karakter, bakat, dan fisik mereka pun menyentuh 
tombol proses, mesin menganalisa dan memproduksi anak yang diharapkan 
sesuai dengan permintaan pasangan tersebut secara instan.1 
Karikatur tersebut merupakan suatu reaksi atas keberhasilan berbagai 
prestasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang spektakuler dan penuh 
kontroversial. Ilmu pengetahuan merupakan sumber kemajuan pada era global 
yang seakan berada pada titik puncak dari lintasan perjalanan sejarah peradaban 
1Soetandyo Wignyosoebroto, “Kloning: Kemungkinan Teknis dan Implikasi Permasalahan Sosial-
Etisnya“, makalah disampaikan dalam Sarasehan Nasional “Kloning dalam Perspektif”, Surabaya, 26 
April 1997, hlm. 3. 
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manusia sejagat. Dengan Ilmu pengetahuan, manusia dapat menciptakan 
kebudayaan dan peradaban itu sendiri. Ilmu pengetahuan berkembang sangat 
pesat.Apa yang menjadi keinginan manusia, segera dapat diwujudkan dengan 
kreativitas manusia melalui ilmu pengetahuan tersebut. Namun, kenyataannya 
tidak demikian. Perkembangan ilmu pengetahuan sering tidak mencerminkan 
semangat pencarian kebenaran, karena terpengaruh oleh kepentingan teknologi, 
ekonomi, dan politik.2 
Dalam hubungan dengan rekayasa  genetik, ilmuwan-ilmuwan seringkali 
melakukan apa yang disebut “human playing God”, manusia bermain-main seperti 
Tuhan, tanpa mengetahui konsekuensi akhir dari perbuatannya. Agama-agama di 
dunia mengklaim bahwa hak penciptaan pada dasarnya adalah hak-hak ketuhanan 
yang sakral. Tuhan menciptakan manusia sebagai bagian dari imajinasi-Nya 
(imago dei), kedudukan manusia tentu saja lebih mulia dari binatang dan benda-
benda berharga di dunia. Tetapi dengan mencampuri proses penciptaan dengan 
rekayasa  kepada kejadian manusia kedudukan manusia tidak lebih dari adonan 
kue yang dapat dibentuk oleh manusia lainnya yang memiliki kecerdasan tertentu. 
Dengan mengikuti pandangan ini, kesejajaran diri manusia dengan manusia 
lainnya menjadi absurd. Padahal sesungguhnya, Tuhan telah memuliakan 
manusia di dunia ini untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan. 
Kemajuan teknologi di bidang kedokteran yang mencengangkan tersebut, 
menempatkan manusia pada dua kutub pandangan yang tidak proporsional. 
Pertama, pandangan utopia, yaitu kagum, amat bangga, optimisme yang 
berlebihan, dan menganggap ilmu dan teknologi merupakan satu-satunya alat 
untuk mencapai kebahagiaan, dan bahkan seolah sudah menjadi tuhan mereka. 
Kedua, pandangan distopia, yaitu pesimis, ketakutan, dan kecemasan yang 
berlebihan. Ilmu dan teknologi merupakan sumber bencana kemanusiaan di masa 
depan, karena muara akhir teknologi tidak lain adalah dehumanisasi. Jelas, dua 
kutub pandangan ini tidak proporsional.3 
Sains dan teknologi memang merupakan bagian dari kehidupan manusia. 
Kemajuan teknologi merupakan konsekuensi dari pengembangan ilmu 
pengetahuan.Pengembangan sains adalah manifestasi keinginan manusia untuk 
maju, untuk menyempurnakan dirinya, dan untuk memecahkan rahasia alam.4 
Akan tetapi semua temuan sains dan teknologi bersifat konstruktif, bahkan 
sebaliknya justru kontraproduktif atau destruktif. Persoalannya, bagaimana sudut 
pandang hukum positif indoensia, serta perbandingannya dengan Negara-negara 
lain dalam hal rekayasa reproduksi, hali itulah yang menjadi msalah pokok yang 
ingin diuraikan dalam tulisan ini, dan hukum yang bagimana yang daapt 
menyelesaikan problem temuan-temuan sains dan tehnologi yang tidak sedar 
membawa manfaat untuk manusia, akan tetapi juga sejalan dengan nafas budaya, 
moral-etik serta agama. Dalam hal ini manusia sebagai individu (perseorangan) 
mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai mahluk 
sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia semenjak lahir, 
hidup berkembang mempunyai hak dan kewajiban yang diatur oleh aturan agama.5 
 
Fokus Studi dan Permasalahan 
2Franz Dahler dan Eka Budianta, Pijar Peradaban Manusia: Denyut Harapan Evolusi, Kanisius, 
Jakarta, 2000, hlm. 175. 
3Ahmad Watik Pratiknya, Islam, Etika, dan Kesehatan: Sumbangan Islam dalam Menghadapi 
Problema  Kesehatan Indonesia tahun 2000-an , Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 48-49. 
4Kartono Muhammad, Teknologi kedokteran dan Tantangan terhadap Bioetika, PT Gramedia 
Pustaka utama, Jakarta, 1992, hlm. ix. . 
5N. Masturi, Absori dan Wardah Yuspin,, Model Hibah terhadap Anak Angkat ditinjau dari Segi 
Hukum Islam,, Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, hlm. 1.. . 
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Berdasarkan uraian sebagaimana terdeskripsi pada latar belakang masalah 
di atas,  penelitian ini hanya memfokuskan pada: pertama, Bagaimanakah 
pengaturan  rekayasa  reproduksi dalam hukum positif Indonesia?; kedua, 
Bagaimanakah pengaturan  rekayasa  reproduksi di beberapa negara selain 
Indonesia?; ketiga, Bagaimanakah konsep hukum rekayasa  reproduksi yang 
berbasis transendental? 
 
Tujuan dan Kontribusi 
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya hukum 
rekayasa  reproduksi yang berbasis nilai-nilai transendental. Secara terperinci 
penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, 1) Mendeskripsikan pengaturan  
rekayasa  reproduksi dalam hukum positif Indonesia; 2) Mendeskripsikan 
pengaturan  rekayasa  reproduksi  di berbagai negara selain Indonesia; 3) 




Penelitian ini merupakan jenis penelitian doktrinal atau normatif, diaman 
hukum dikosnepsikan sebagai nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Pendekatan 
penelitan menggunakan pendekatan kasus, perundang-undnagan, perbandingan 
dan filosifis, semenatra data yang dibuankan adalah data sekunder atau 
kepustakaan. Teknik Analisis Data diolah akan dibahas dengan menggunakan 
logika deduktif. 
 
Alur Kerangka Pemikiran 
Alur kerangka pikir dapat digamabrkan sebagaiman dalam skema berikut ini. 
Skema: 







































































 Melalui analisis data 
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Pengertian Rekayasa  reproduksi 
Rekayasa  reproduksi adalah suatu usaha manusia untuk 
mengembangbiakan makhluk hidup dengan cara rekayasa   tahapan-tahapan 
proses reproduksi yang berlangung secara alami. Rekayasa  reproduksi dapat 
dilakukan dengan cara kultur jaringan, kloning, DNA rekombinan, hibridisasi, 
inseminasi buatan, dan bayi tabung. Rekayasa  reproduksi yang disebut Assisted 
Reproductive Techniques (ART) atau Teknik Teknik reproduksi dengan tanpa 
melakukan senggama tetapi dengan bantuan secara medik, atau setiap manipulasi 
terhadap bagian prekreatif (reproduksi) siklus kehidupan, misal pengendalian 
konsepsi dan insimenasi buatan.  
a. Kloning Embrio 
Kloning merupakan proses penggandaan makhluk hidup dengan cara 
nucleus transfer dari sel janin yang sudah berdiferensial dari sel dewasa, atau 
penggandaan makhluk hidup menjadi banyak dengan memindahkan inti sel tubuh 
ke dalam indung telur pada tahap sebelum terjadi pemisahan sel-sel bagian-
bagian tubuh.6 Namun, pada saat ini, seiring berkembangnya teknologi, kloning 
tidak lagi menggunakan sel sperma seperti yang dilakukan Jerry Hall. Tapi kloning 
menggunakan sel telur dan sel selain sperma. Istilah kloning berasal dari bahasa 
Inggris, cloning adalah suatu usaha untuk menciptakan duplikat suatu organism 
melalui proses yang aseksual7 atau membuat “fotocopy” atau penggandaan dari 
suatu makhluk melalui cara-cara nonseksual.8 
b. Inseminasi Buatan 
Kata inseminasi berasal dari bahasa Inggris insemination, yang artinya 
pembuahan atau penghamilan secara teknologi, bukan secara alamiah. Kata 
inseminasi itu sendiri dimaksudkan oleh dokter Arab dengan istilah “At-Talqiin” 
(kata kerja) menjadi “Talqiihan” yang berarti mengawinkan atau mempertemukan 
atau memadukan. Ada dua macam inseminasi: inseminasi alami (natural 
Insemination) dan inseminasi buatan (artifical Insemination). Inseminasi dilakukan 
dengan cara mengambil telur (ovum) wanita, dengan cara fungsi aspirasi cairan 
folikel melalui vagina dengan alat yang bernama “transvaginal transkuler ultra 
sound”. Kemudian, pemaduan sel sperma dan ovum disimpan dalam cawan 
pembiakan selama beberapa hari.  
c. Sewa Rahim 
Menurut Purwadarminto kata “sewa” berarti pemakaian (peminjaman) sesuatu 
dengan membayar uang. Arti kata “rahim” yaitu kandungan. Jadi, pengertian sewa 
rahim menurut bahasa adalah pemakaian/ peminjaman kandungan dengan 
membayar uang atau dengan pembayaran suatu imbalan.9 Menurut istilah, sewa 
rahim adalah menggunakan rahim wanita lain untuk mengandungkan benih wanita 
(ovum) yang telah disenyawakan dengan benih laki-laki (sperma) yaitu pasangan 
suami istri. Janin itu dikandung oleh wanita tersebut sampai lahir kemudian suami 
istri itu yang ingin memiliki anak akan membayar dengan sejumlah uang kepada 
wanita yang menyewakan rahimnya.10 
d. Bank Sperma 
Bank sperma adalah pengambilan sperma dari donor sperma lalu dibekukan 
dan disimpan ke dalam larutan nitrogen cair untuk mempertahankan fertilitas 
6Titik Kuntaridan Iip Wijayanto El-Bankuli,Prinsip Kesehatan dan Kedokteran Islam, Pustaka Nisa, 
Sleman, 2011, hlm. 59. 
7Soetandyo Wignjonosoebroto, op.cit, hlm. 1. 
8 Hasyim Manan,”Kloning dalam Perspektif  Syariah Islam”, makalah yang disampaikan dalam 
Sarasehan Nasional Kloning dalam Perspektif, Surabaya, 26 April 1997,hlm. 3. 
9W.J.S. Purwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
10 Hamid Laonso dan Muhammad Jamil. Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh 
Kontemporer ,Jakarta : Restu Ilahi, 2005, hlm. 41-42. 
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sperma. Dalam bahasa medis, bank sperma ini biasa disebut dengan Cryobanking. 
Cryobanking adalah suatu teknik penyimpanan sel cryopreserved untuk digunakan 
di kemudian hari. Pada dasarnya, semua sel dalam tubuh manusia dapat disimpan 
dengan menggunakan teknik dan alat tertentu sehingga dapat bertahan hidup 
untuk jangka waktu tertentu.  
 
KERANGKA TEORITIK 
Ada beberapa teori yang dielaborasi untuk gunakan sebagai dalam 
penusain ini, pertama, Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar 
Kusumaatmadja. Muchtar menyatakan, dalam pembaguna hukum harus 
diperhatikan lima hal pokok, 1) arti dan fungsi hukum dalam mampu membangun 
ketertiban (order) yang mmerupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. 
Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi 
adanya suatu masyarakat yang teratur. Untuk mencapai ketertiban dalam 
masyarakat diperlukan adanya kepastian; 2) dalam kehidupan manusia tidak 
sekdar diatur oleh kaidah hukum positif tetapi juga diatur oleh kaidah lain berupa 
agama, susila, kesopanan, serta adat kebiasaan yang merupakan sumber hukum; 
3) bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, . Hukum 
memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan, hukum itu 
hanya akan merupakan kaidah sosial yag berisikan anjuran belaka. Sebaliknya, 
kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan 
bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum 
adalah kelaliman; 4) bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai 
(values) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum 
itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (the 
living law); Kelima, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat. Artinya 
hukum tidak boleh menjadi sesuatu yang statis tetapi hukum harus dapat 
mengarahkan pada pemabruan, peruabhan menuju yang lebih baik.11 Hukum tidak 
hanya aturan tetapi hukum juga harus bersumber pada nilai nilai moral dan 
keadilan.12 
Kedua, hukum berparadigma transcendental, Kata kerja transcend, dari 
kata transendental, berasal dari bahasa Latin transcendere yang artinya memanjat 
di/ke atas. Yang dekat dengan keperluan penelitian ini kata 
transendentalbermakna “abstrak”, “metafisis”, dan “melampaui”. Achmad Chodjim 
memberikan definisi yang lebih dari sekedar melampaui.Transenden berarti “di luar 
segalanya-galanya”. Berarti transenden bermakna melampaui, keluhuran, dan di 
luar atau tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Transendental merupakan kata 
sifat dari transendensi untuk menunjukkan bahwa transendental setelah 
disandingkan dengan kata benda lain, akan menjadi sesuatu yang bernilai teramat 
penting dan metafisis bahkan mistis.13 Hukum transcendental dalam 
pengembangan ilmu hukum menekankan adanya integrasi antara ilmu hukum 
denagn agama yang menempati ruang dalam dunia ilmu menurut madzhab 
posmodernisme. Dalam hal ini ilmu dipahami dalam kaca mata jangkauaan yang 
lebih luas, termasuk etik, moral dan nilai spiritual agama. Di sinilah agama 
11Otje Salman dan Eddy Damian, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung :Alumni, 
2002, hlm. 1, lihat pula Artidjo,Alkostar, Identitas Hukum Nasional, Yogyakarta :UII Press,  1997, hal.vi-
vii. 
12Ridwan, K. Dimyati, dan Absori., Relasi Hukum dan Moral : Sebuah Potret Antar Madzab dan 
Kontek KeIndonesiaan, Proseding Konferensi Asosiasi Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 
ke-tiga, Purwokerto, 2015, Vol 1, hal 77-85.. 
13Achmad Chodjim, Al-Ikhlash Bersihkan Iman dengan Surah Kemurnian, Jakarta: PT. Serambi  
Ilmu Semesta, 2008, hlm. 127. 
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menempati peran penting dalam upaya memahami hokum dalam perpektif yang 
bersifat holistik.14 
Immanuel Kant menggunakan istilah transendental untuk menggambarkan 
pemahaman yang melampaui batas-batas pengalaman inderawi kaum skolastika. 
Istilah ini menurut Kant berkaitan dengan ranah yang superkategoris, yakni 
mencakup hal-hal yang lebih luas dari kategori tradisional, bentuk, potensi dan 
aksi. Transendental pada tahap yang lebih ekstrim mampu menyibakkan aspek 
universalitas dan adi-inderawi dari yang ada yang ditangkap melalui intuisi yang 
melampaui pengalaman apapun. Transendental dicapai melalui akumulasi 
pemikiran, conscience (sikap menyadari) dan dunianya. Oleh karena itu, ia 
melampaui kategori-kategori dan/atau tidak dapat disederhanakan dalam satu 
kategori semata.15 Dalam dua belas kategori nalar, Kant menegaskan istilah 
transendental ini, karena kenyataan bahwa manusia yang mengerti sesuatu tidak 
dapat dijelaskan kecuali karena ada 12 kategori itu. Ia perlu diandaikan untuk 
memenuhi “syarat kemungkinan pengertian objektif”.  
Bagi umat Islam, transendesi berarti beriman kepada Allah Swt. Kedua 
unsur Ilmu Sosial Profetik (humanisasi, liberasi) harus mempunyai rujukan Islam 
yang jelas. Menurut Fromm, siapa yang tidak menerima otoritas Tuhan akan 
mengikuti: (1) relativisme penuh, yaitu nilai dan norma sepenuhnya adalah urusan 
pribadi. (2)Nilai tergantung pada masyarakat, sehingga nilai dari golongan yang 
dominan akan menguasai. (3) Nilai tergantung pada kondisi biologis, sehingga 
Darwinisme sosial, egoisme, kompetisi, dan agresivitas adalah nilai-nilai kebajikan. 
Karena itu,sudah selayaknya kalau umat Islam meletakkan Allah sebagai 
pemegang otoritas, Tuhan yang Maha objektif, dengan 99 Nama Indah itu. Apa 
yang dipersangkakan oleh sekularisme sebagai “Tuhan” (God is dead, 
spiritualisme, mistisisme, Taoisme, Zen Buddhisme, Children of God) jauh dari 
otoritas Tuhan Yang maha Hakim dan karenanya tidak akan efektif sebagai 
gerakan ketuhanan. 16  
Ketiga, Bioetika, berasal dari kata ‘bios’ yang berarti hidup atau segala 
sesuatu yang menyangkut kehidupan, dan kata ‘ethicos’ yang berhubungan 
dengan etika atau moral. Pada awalnya bioetika dikemukakan oleh V.P. Potter. 
Konsep ini muncul dilatarbelakangi oleh adanya masalah-masalah yang timbul dari 
kecerobohan manusia, seperti polusi lingkungan yang berkembang cepat, 
sehingga menyebabkan lingkungan bumi beserta sistem ekologinya dalam 
bahaya. Masalah lingkungan ini mengancam kelestarian manusia di muka bumi. 
Pada saat itu bioetika merupakan ilmu untuk mempertahankan hidup dalam 
mengatasi kepunahan lingkungan dan mengatasi kepunahan manusia.17 Bioetika 
juga merupakan kajian tentang dimensi moral dan pengambilan keputusan yang 
berkaitan dengan kesehatan dan biologi. Bioetika merupakan etika mengenai 
kehidupan hingga mencegah pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan 
dilema negatif. Bioetika juga diartikan sebagai studi tentang isu-isu etika dan 
pembuatan keputusan yang dihubungkan dengan kegunaan kehidupan makhluk 
hidup dan obat-obatan termasuk di dalamnya etika kedokteran dan etika 
lingkungan. Kata “bioetika” pertama kali digunakan pada tahun 1970. Bahkan 
14Absori, Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan 
Program Doktor Ilmu Hukum, Proseding Seminar Nasional Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum, 
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta,  2015, hlm 34-49. 
15Absori, Transendensi Hukum Prospek dan Implementasi, Pemikiran Hukum Transendental dalam 
Konteks Pengembanagan Ilmu Hukum Indonesia,  Genta Publishing, Yogyakarta,  hlm. 15. 
16Kuntowijoyo,Islam sebagai Ilmu: Epistemologi,metodologi, dan Etika, Yogyakarta: Tiara Wacana, 
edisi kedua, 2006, hlm. 107. 
17Eko Budi Minarno,  2010. Pengantar Bioetika Dalam Perspektif Sains & Islam Malang: UIN-
MALIKI PRESS, 2010, hlm 47 
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konsep bioetika yang lebih tua tertulis pada rumusan dan perdebatan 
dikepustakaan, seperti seni, musik, kebudayaan, dan tradisi keagamaan. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pengaturan Rekayasa  reproduksi di Indonesia 
Dalam hukum positif Indonesia, penyebutan secara khusus mengenai 
kloning, sewa rahim dan bank sperma belum ada. Namun bukan berarti sampai 
saat ini hukum pidana dan perdata Indonesia sama sekali tidak melindungi organ-
organ vital manusia ataupun kesehatan reproduksi. Dalam ketentuan hukum positif 
Indonesia perlindungan kesehatan reproduksi tersebut dimuat dalam beberapa 
peraturan perundangan-undangan beserta turunannya. 
Dalam ketentuan UU No 36/2014 pada bagian Keempat yang mengatur 
tentang Teknologi dan Produk Teknologi, terutama pada pasal Pasal 42 yang 
berbunyi: 1) Teknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan, diteliti, 
diedarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat. 2) 
Teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala 
metode dan alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi 
adanya penyakit, meringankan penderitaan akibat penyakit, menyembuhkan, 
memperkecil komplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah sakit. 3) Ketentuan 
mengenai teknologi dan produk teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.  
Pasal 44(1) Dalam mengembangkan teknologi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42 dapat dilakukan uji coba teknologi atau produk teknologi terhadap 
manusia atau hewan. (2) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan jaminan tidak merugikan manusia yang dijadikan uji coba. (3) Uji coba 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang yang berwenang dan 
dengan persetujuan orang yang dijadikan uji coba.(4) Penelitian terhadap hewan 
harus dijamin untuk melindungi kelestarian hewan tersebut serta mencegah 
dampak buruk yang tidak langsung bagi kesehatan manusia.(5) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai pelaksanaan uji coba terhadap manusia sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.   
Pada kententuan Pasal 45 ayat (1) Setiap orang dilarang mengembangkan 
teknologi dan/atau produk teknologi yang dapat berpengaruh dan membawa risiko 
buruk terhadap kesehatan masyarakat. Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat  dan ayat  (1) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. Pada Bagian Kedua mengenai Kesehatan 
Keluarga  terutama ketentuan Pasal 12 (1) Kesehatan keluarga diselenggarakan 
untuk mewujudkan keluarga sehat, kecil, bahagia, dan sejahtera. (2) Kesehatan 
keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kesehatan suami istri, 
anak, dan anggota keluarga lainnya.  
1. Pengaturan atas Hak Reproduksi di Indonesia 
Dalam hukum positif, penyebutan secara khusus mengenai kloning, sewa 
rahim dan bank sperma belum ada.Namun bukan berarti sampai saat ini hukum 
pidana dan perdata Indonesia sama sekali tidak melindungi organ-organ vital 
manusia ataupun kesehatan reproduksi. Dalam ketentuan hukum positif Indonesia 
perlindungan kesehatan reproduksi tersebut dimuat dalam beberapa peraturan 
perundangan-undangan beserta turunannya. 
Pertama, UU. No. 36 Tahun 2009, Dalam ketentuan Kesehatan UU. No. 36 
Tahun 2009 Pasal 70 menyatakan reproduksi merupakan keadaan sehat secara 
fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau 
kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-
laki dan perempuan. Kesehatan reproduksi mencakup kesehatan wanita. (a) saat 
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sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan; (b) pengaturan 
kehamilan, alat konstrasepsi, dan kesehatan seksual, dan (c) kesehatan sistem 
reproduksi. Hak-hak reproduksi  merupakan hak-hak asasi manusia, dan dijamin 
oleh undang-undang. Hak-hak reproduksi tersebut mencakup: (1) menjalani 
kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari 
paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah. (2) menentukan 
kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau 
kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat 
manusia sesuai dengan norma agama. (3) menentukan sendiri kapan dan berapa 
sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan 
norma agama. (4) memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai 
kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Untuk menjamin hak-hak reproduksi tersebut pemerintah membuat 
ketentuan sebagai berikut: (1) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana 
informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan 
terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana. (2) Setiap pelayanan 
kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan/atau 
rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan secara aman dan 
sehat dengan memperhatikan aspek-aspek yang khas, khususnya reproduksi 
perempuan. (3) Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan dengan 
tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-
undangan. (4) Ketentuan mengenai reproduksi dengan bantuan, diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
Dari berbagai aspek tentang kesehatan reproduksi, tiga hal yang menjadi 
masalah yang sering terkait dengan etika dan hukum kesehatan, yakni: aborsi, 
teknologi reproduksi utamanya bayi tabung dan keluarga berencana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Kedokteran dan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 18 
Kedua, UU Kesehatan No 23/1992. Produk hukum lain yang juga mencoba 
mengatur perilaku reproduksi manusia adalah UU Kesehatan No 23/1992, 
khususnya Pasal 15 tentang pengguguran kandungan. UU ini mencoba bertahan 
bahwa aborsi adalah hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama, 
dan oleh karenanya abortus atas alasan apapun juga harus dilarang. Pengaturan 
di sini jelas lebih melihat abortus dari segi nilai-nilai moral yang dianut pemerintah 
Indonesia yang harus diterima oleh rakyat. UU Kesehatan Indonesia (UU 23 /1992) 
tidak bersedia melihat aborsi sebagai suatu masalah kesehatan reproduksi wanita 
yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, dan dalam kenyataannya ada 
alasan-alasan yang dapat diterima untuk melakukan aborsi. UU ini hanya melihat 
abortus dari pandangan moralitas, dan dilihat secara hitam putih pula. 
Dalam UU No 10/1992 paling jauh, barulah diatur mengenai “hak untuk 
bereproduksi”. Itu pun hanya diarahkan kepada mereka yang sudah membentuk 
keluarga (pasangan suami isteri).Namun belum mencakup pengaturan yang 
berkaitan dengan kesehatan reproduksi secara menyeluruh seperti yang disiratkan 
dalam kesepakatan Kairo 1994. Dalam upaya mencapai cita-cita kesejahteraan 
dalam kehidupan reproduksi, masih diperlukan produk-produk hukum lain yang 
sejiwa dengan kesepakatan Kairo tersebut. 
 
2. Hukum yang mengatur Rekayasa  reproduksi di Indonesia 
Salah satu usaha dalam merespon dinamika destruktif ini adalah 
mengadvokasi pentingnya/ adanya peraturan  yang diakomodasi oleh hukum. 
18M. Siblunnur,dan Absori, Perlindungan Hukum pada Pelayanan Kesehatan Pertama di Kabupaten 
Kotawaringin Timur, Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hlm. 19. 
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Sangat dibutuhkan upaya-upaya penyempurnaan dari produk-produk legislasi 
yang sudah ada. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan 
untuk mengatur permasalahan rekayasa  reproduksi dalam mengantisipasi 
masuknya kemajuan teknologi .  Pada proses penelitian yang dilakukan penulis 
menemukan beberapa hukum yang telah mengatur masalah rekayasa  reproduksi 
di Indonesia. 
Tabel 1: 
Mengenai perbandingan pengertian Rekayasa  reproduksi 



















































































































suami dengan sel 
telur istri di dalam 
tabung. 
 
Undang-undang No. 36/1999 tentang Kesehatan tidak menuliskan secara 
jelas, mengenai pengertian reproduksi berbantu, pengertian yang relatif jelas 
terlihat dalam PP NO 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang berbunyi: 
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“Ketentuan Umum pasal 1 angka (10) Reproduksi dengan Bantuan atau 
Kehamilan di Luar Cara Alamiah adalah upaya memperoleh kehamilan di 
luar cara alamiah tanpa melalui proses hubungan seksual antara suami 
dan istri apabila cara alami tidak memperoleh hasil.” 
Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa upaya TRB pada dasarnya 
merupakan upaya aseksual yang dilakukan dengan cara menyuntikkan sperma 
suami kepada rahim istri umumnya pada masa subur,19 ketentuan tersebut 
dilakukan dengan syarat adanya kelemahan dari pihak suami untuk melakukan 
hubungan seksual secara alami.  
Tabel 2:  





















































































































Pasal 3.  









19Conny Semiawan, Theodorus Immanuel Setiawan dan Yufiarti, Panorama Filsafat Ilmu Landasan 
Perkembangan Ilmu Setiap Zaman, Yogyakarta :Teraju, 2005, hlm. 46. 




















Orientasi peraturan menteri kesehatan No. 73/ Menkes/PER/II/1999 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan dilatari oleh 
pandangan bahwa kemajuan ilmu penggetahuan dan teknologi kedokteran khusus 
dalam teknologi reproduksi manusia telah berkembang dengan pesat tetapi 
kemajuan tersebut selain dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, dapat pula menimbulkan masalah apabila tidak diatur sebagaimana 
mestinya.  Relatif berbeda dengan peraturan menteri kesehatan no. No. 039/ 
Menkes/SK/I/2010 tentang Penyelenggaran Pelayanan Teknologi Reproduksi 
Berbantu, prosedur pelaksaanaan pelayanan tersebut ditujukan untuk membantu 
pasangan suami istri yang tidak subur untuk meningkatkan kualitas hidup  
Berikut ini ada tabel perbandingan pengaturan subjek hukum dalam 
penyelenggaraan teknologi reproduksi. 
Tabel 3:  
Perbandingan Pengaturan Subjek Hukum yang dapat melaksanakan 













































Pasal 127 ayat 
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Perbandingan Pengaturan Penyenggara Rekayasa  reproduksi  
dari Pemerintah Pusat hingga Daerah.  
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serta penelitian dan 
pengembangan.  
 
Dalam Permenkes No. 039/ Menkes/SK/I/2010 tentang Penyelenggaran 
Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB), mengatur mulai dari izin , tata 
laksana hingga mekanisme pelaporan. Dengan pengaturan tersebut, diasumsikan 
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proses pelayanan tidak akan mengalami penyimpangan sebab secara langsung 
diawasi oleh menteri kesehatan Cq. Direktur Jenderal Pelayanan Medis serta Tim 
Pelaksana Penilaian Perizinan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, 
sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (1) dan (2). 
 
B. Hukum Rekayasa  reproduksi Di Berbagai Negara 
1. Inseminasi Buatan 
Pada negara-negara berkembang, kebijakan untuk memberikan 
perlindungan terhadap invensi di bidang rekayasa  reproduksi sudah banyak diatur 
oleh hukum . Namun belum banyak yang diatur dalam perundangan khusus. 
Terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab tidak diaturnya rekayasa  
reproduksi dalam suatu peraturan perundang-undangan secara khusus, faktor 
pertama adalah belum banyaknya invensi di bidang rekayasa  reprouksi,faktor 
kedua adalah banyaknya anggapan bahwa invensi di bidang rekayasa  reproduksi  
tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat.  
Negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kesatuan Islam (OKI), 
secara umum memperbolehkan praktik inseminasi buatan dengan syarat sperma 
dan ovum yang dijadikan bahan rekayasa  reproduksi berasal dari pasangan suami 
isteri. Dalam The International Islamic Center for Population Studies and Research, 
Lokakarya ini diselenggarakan pada bulan November 2000 dihadiri oleh negara-
negara Islam di dunia.Dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh The 
International Islamic Center For Population Studies and Research bertempat di 
Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kesepakatan negara-negara Islam, tidak jauh 
berbeda dengan Warnock Report dan HFEA, yaitu dihasilkan pernyataan-
pernyataan berikut: a) Fertilisasi in vitro diperbolehkan, kecuali menggunakan 
sperma, ovum atau embrio yang didapat dari donor; b) Pre-Implantation Genetic 
Diagnosis (PGD) diperbolehkan untuk menghindari adanya penyakit genetis, tetapi 
sex selection tidak diperbolehkan; c) Penelitian untuk pematangan folikel (follikel 
maturation), pematangan oosit in-vitro atau pertumbuhan oosit in-vitro 
diperbolehkan; d) Implantasi embrio pada suami yang telah meninggal, belum 
mempunyai keputusan yang tetap; e) IVF pada ibu pasca menopause dilarang, 
karena beresiko tinggi pada ibu dan bayinya; f) Transplantasi uterus masih dalam 
pertimbangan, penelitian pada binatang diperbolehkan, g) Penggunaan stem cells 
untuk pengobatan masih dalam perdebatan, diharapkan dapat disetujui, dan; h) 
Reproductive cloning atau kloning pada manusia, dilarang; i) Menurut Syaikh 
Mahmud Syaltut apabila pelaksanaan inseminasi buatan tidak berdasarkan akad 
penikahan akan memukul mundur kehidupan manusia ke taraf kehidupan yang 
berseberangan dengan kemuliaan manusia. Sementara apabila inseminasi buatan 
dilaksanakan bukan dari spermatozoa yang diambil dan ditanamkan dari suami 
untuk rahim isterinya sendiri, maka status perbuatan tersebut antisosial, dan dapat 
dikategorikan sebagai kejahatan yang lebih rendah daripada mengadopsi anak 
pada masa-masa abad sebelum Islam. 
Pada negara-negra barat umunya seperti Australia khususnya di Victoria 
dan Queensland, pengaturan mengenai inseminasi buatan dilakukan dengan 
adanya Undang-Undang sehingga secara otomatis pelaksanaan IVF-ET dan 
Inseminasi berlaku legal. Sementara di Inggris dan Israel pelaksanaan IVF-ET dan 
Inseminasi dapat dilakukan berdasarkan izin pemerintah setempat. 
SementraBerdasarkan tabulasi di atas, tipologi pengaturan diberbagai negara 
mengenai IVF-ET dan bayi tabung berbeda satu sama lain, di Swedia dan 
Australia khususnya di Victoria dan Queensland, pengaturan dilakukan dengan 
adanya Undang-Undang sehingga secara otomatis pelaksanaan IVF-ET dan 
Inseminasi berlaku legal. Sementara di Inggris dan Israel pelaksanaan IVF-ET dan 
Inseminasi dapat dilakukan berdasarkan izin pemerintah setempat. Di belahan 
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Eropa dan  Singapura, pemerintah Denmark, Republik Demokratis German, 
Finlandia, Perancis, Norwegia, Jerman Barat dan beberapa bagian Amerika serta 
Singapura membentuk komisi tertentu yang menjadi otoritas pembentuk peraturan  
dalam pelaksanaan Pelaksanaan IVF-ET, dan Pengaturan Inseminasi Buatan. 
Agak berbeda dengan Austria dan Jepang yang membentuk Komisi Professional 
Ahli Medis yang diamanahi untuk memberikan kebijakan politik terkait pelaksanaan 
IVF-ET, dan pengaturan inseminasi buatan. 
Enam negara yang meliputi Australia, Perancis, Israel, Jepang, Singapura 
dan Jerman Barat membatasi Pelaksanaan IVF-ET, dan Pengaturan Inseminasi 
Buatan hanya dapat dilakukan bagi pasangan yang menikah. Sementara di 
Austria, Denmark, Finlandia, dan Israel meskipun harus dengan keputusan hakim, 
diperbolehkan Pelaksanaan IVF-ET, dan Pengaturan Inseminasi Buatan bagi yang 
telah tinggal bersama atau tanpa status pernikahan. Barangkali Inggris dan 
Amerika yang agak berbeda dalam menyikapi Pelaksanaan IVF-ET, dan 
Pengaturan Inseminasi Buatan, kedua Negara ini memperlunak syarat-syarat 
inseminasi buatan sehingga dapat dilakukan baik oleh pasangan hidup bersama 
maupun wanita yang berstatus lajang dalam kaitan ini sebagaimana pandangan 
yang ditulis oleh Morgan Holcomb dan Mary Patricia Byrn .  
 Adapun Negara-negara yang tercatat memiliki kebijakan Bank untuk 
pelaksanaan IVF-ET dan Inseminasi Buatan, kecuali DDR, Denmark, Finlandia, 
Perancis Jepang, Norwegia dan Singapura kebijakan bank sperma termasuk 
dalam kesediaan pemerintah untuk menampung donasi spermatozoa dan 
ovumnya. Negara-negara yang menyediakan fasilitas untuk menampung 
spermatozoa berikut ovumnya adalah Austria, Australia, Israel, United Kingdom 
dan Amerika Serikat. 
Malaysia merupakan salah satu negara yang memperbolehkan program bayi 
tabung dengan donor sperma. Tidak ada batasan umur dan syarat ikatan 
pernikahan bagi wanita yang ingin melakukan IVF atau tanam sperma di Malaysia. 
Tetapi, klinik yang melaksanakannya akan melakukan serangkaian tes untuk 
memastikan bahwa wanita tersebut sehat dan belum menopause. Untuk pendonor 
sperma, terlebih dahulu diminta untuk menjalani pemeriksaan kesehatan untuk 
memperjelas bahwa pendonor bebas dari HIV dan penyakit menular lainnya. Di 
Malaysia, pemilihan jenis kelamin dalam tanam sperma tidak diperbolehkan.  
Singapura, prosedur IVF atau tanam sperma diperbolehkan jika sepasang 
suami istri mengalami kegagalan dalam pengobatan alternatif dan tidak 
ditemukannya penyebab infertil. Prosedur Reproduksi Berbantu atau bayi tabung 
hanya dapat dilakukan pada wanita yang sudah menikah dan mendapat 
persetujuan dari suaminya terlepas dari yang digunakan adalah sperma suami 
atau sperma yang berasal dari donor. Sertifikat pernikahan juga wajib ditunjukkan. 
Bagi wanita yang sudah berusia 45 tahun dan di atas 45 tahun sudah tidak 
diperbolehkan untuk mengikuti prosedur IVF. 
Jerman termasuk negara yang memiliki aturan-aturan sangat ketat terkait 
dengan hal itu terutama yang berkaitan dengan transfer embrio. Jerman juga 
melarang pemilihan jenis kelamin. Pemilihan hanya diperbolehkan jika bertujuan 
untuk melindungi masa depan anak dari berbagai macam penyakit otot atau 
penyakit lain yang berhubungan dengan gangguan genetis. Persyaratan utama 
bagi penanaman sperma adalah membutuhkan status pernikahan, persetujuan 
wanita, dan hanya sel sperma suami yang bisa digunakan. Jika yang digunakan 
adalah sperma dari pendonor atau dari orang ketiga maka persayaratan heterolog 
harus dipenuhi; salah satunya kesuburan atau sperma pria mengalami malfungsi. 
Rekomendasi umur untuk tanam sperma ini adalah pada wanita yang berusia 38 
tahun atau boleh juga lebih muda. 
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Bayi tabung di Italia diperbolehkan untuk pasangan heteroseksual baik yang 
menikah maupun yang hanya hidup bersama. Dibutuhkan juga sertifikasi infertilitas 
agar memenuhi syarat untuk memperoleh reproduksi berbantu (donor sperma). 
Italia tidak memperbolehkan wanita yang masih lajang melakukan bayi tabung. 
Namun, ini bertolak belakang dengan hukum di Italia yang menyatakan bahwa 
anak yang lahir di luar ataupun di dalam ikatan pernikahan tetap memiliki hak yang 
sama. 
Di Inggris, IVF tidak boleh dilakukan oleh pasangan sesama jenis, pasangan 
yang belum menikah, dan wanita lajang. Setelah melewati tahapan IVF, pasangan 
suami isteri harus memperhitungkan kesejahteraan, kebutuhan, dan masa depan 
si anak kelak. Tidak ada batasan usia bagi wanita yang ingin melakukan metode 
ini, tetapi dana pemerintah yang tersedia dibatasi hanya untuk membiayai mereka 
yang berusia 40 tahun atau lebih. Di Prancis, bayi tabung hanya boleh dilakukan 
oleh pasangan heteroseksual yang menikah atau pasangan heteroseksual yang 
bisa membuktikan bahwa mereka telah hidup bersama selama kurang lebih dua 
tahun. Prosedur bayi tabung yang dilakukan wanita di atas umur 43 tahun 
biayanya tidak ditanggung pemerintah. Tetapi, juga tidak jelas apakah perempuan 
yang berusia di bawah 43 tahun dan memenuhi syarat untuk IFV juga didanai 
swasta atau tidak. 
 
2. Sewa Rahim 
Terdapat pengaturan mengenai sewa rahim di beberapa negara dengan 
berbagai ketetapan hukum yang berbeda-beda, Australia misalnya, disemua 
wilayah hukum  Australia,  baru diketahui  bahwa sewa rahim  telah mempunyai 
ketetapan hukum. Namun, di semua negara dan Australian Capital Territory 
engatur sewa rahim komersial diacam dengan tindak pidana, New South Wales, 
Queensland dan Australian Capital Territory telah membuat suatu pelanggaran 
bagi warga untuk masuk ke dalam pengaturan sewa rahim komersial internasional 
dengan hukuman potensial memperluas ke penjara sampai satu tahun di Wilayah 
Ibu Kota Australia, hingga dua tahun penjara di New South Wales dan sampai tiga 
tahun penjara di Queensland. Pada tahun 2009, Australia Barat dan Australia 
Selatan mengesahkan undang-undang yang memungkinkan sewa rahim, hukum 
hanya untuk pasangan dari lawan jenis saja, dan dilarang untuk orang tunggal dan 
pasangan berjenis kelamin sama, di bawah Undang-Undang Surrogacy 2008 dan 
Hubungan Keluarga Act 1975 masing-masing. Pada tahun 2010, Queensland 
mengeluarkan peraturan untuk membuat  hukum sewa rahim, di bawah Surrogacy 
Act 2010 No 2.  Pada tahun yang sama New South Wales, di bawah Undang-
Undang Surrogacy 2010 No 102 mengesahkan undang-undang untuk membuat 
hanya altruistik surrogacy hukum dan pada tahun 2013, Tasmania juga 
mengeluarkan peraturan untuk membuat  hukum sewa rahim, di bawah  UU No 34  
tentang sewa rahim dan perubahan  konsekuensial UU No 31.20 
Kanada, Assisted Reproduksi Manusia Undang-Undang (AHRC) 
memungkinkan sewa rahim dengan tujuan menolong. Ibu pengganti dapat 
penggantian untuk biaya disetujui tetapi pembayaran pertimbangan atau biaya 
lainnya adalah ilegal [23] hukum Quebec, bagaimanapun tidak mengakui 
pengaturan sewa rahim, apakah komersial atau secara rela. Sementara Irlandia, 
Tidak ada hukum di Irlandia yang mengatur sewa rahim. Pada tahun 2005 
Pemerintah yang  ditunjuk suatu komisi menerbitkan sebuah laporan yang sangat 
komprehensif pada rekayasa  reproduksi manusia, yang membuat banyak 
rekomendasi pada daerah yang lebih luas dari rekayasa  reproduksi manusia . 
20Disimpulkan dari jurnal Brahams, Diana ,Designating parents in surrogate pregnancies,  Jurnal 
The Lancet; Jan 3, 1998; 351, 9095; Research Library. 
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Sehubungan dengan sewa rahim itu direkomendasikan bahwa pasangan sah akan 
di bawah hukum Irlandia dianggap sebagai orang tua dari anak. Meskipun 
publikasi belum ada undang-undang yang diterbitkan dan daerah pada dasarnya 
tetap tidak diatur. Karena tekanan dari warga Irlandia pergi ke luar negeri untuk 
memiliki anak melalui sewa rahim, Menteri Kehakiman, Kesetaraan dan 
Pertahanan menerbitkan pedoman bagi mereka pada 21 Februari 2012. 
Afrika Selatan, dalam Undang-Undang Afrika Selatan Anak dari 2005 (yang 
datang sepenuhnya berlaku di 2010) memungkinkan perjanjian dan pengganti 
untuk memiliki perjanjian sewa rahim mereka divalidasi oleh Pengadilan Tinggi 
bahkan sebelum fertilisasi. Hal ini memungkinkan orang tua sah untuk diakui 
sebagai orang tua hukum dari awal proses dan membantu mencegah 
ketidakpastian - meskipun jika ibu pengganti adalah ibu genetik dia sampai 60 hari 
setelah kelahiran anak untuk berubah pikiran. hukum memungkinkan orang 
tunggal dan pasangan gay untuk menjadi commissioning orang tua. Namun, hanya 
mereka yang berdomisili di manfaat Afrika Selatan dari perlindungan hukum, tidak 
ada perjanjian non-divalidasi akan ditegakkan, dan perjanjian harus secara rela 
bukan komersial. Jika hanya ada satu orang tua sah, ia harus genetik yang terkait 
dengan anak. Jika ada dua, mereka harus berdua akan genetik yang terkait 
dengan anak kecuali yang secara fisik tidak mungkin karena infertilitas atau seks 
(seperti dalam kasus pasangan seks yang sama).  
Orang tua  harus secara fisik tidak dapat melahirkan anak secara mandiri. 
Ibu pengganti harus memiliki setidaknya satu kehamilan dan persalinan yang layak 
dan memiliki setidaknya satu anak yang hidup. Ibu pengganti memiliki hak untuk 
secara sepihak mengakhiri kehamilan, tapi dia harus berkonsultasi dan 
menginformasikan orang tua sah, dan jika dia mengakhiri untuk alasan non-medis, 
mungkin diwajibkan untuk mengembalikan salah penggantian biaya medis yang 
telah diterimanya. 
Di Ngera Inggris Raya, pengaturan sewa rahim komersial tidak legal di 
Inggris, pengaturan tersebut dilarang oleh  Pengaturan sewa rahim Act 1985.  
Sementara itu adalah ilegal di Inggris untuk membayar lebih dari biaya untuk sewa 
rahim sebuah hubungan yang diakui di bawah bagian 30 dari Fertilisasi Manusia 
dan Embriologi UU tahun 1990. Terlepas dari pertimbangan kontrak atau 
keuangan untuk biaya, pengaturan surrogacy tidak memiliki kekuatan hukum 
sehingga  ibu pengganti mempertahankan hak hukum penentuan bagi anak, 
bahkan jika mereka secara genetik terkait. Kecuali perintah atau adopsi agar 
orangtua dibuat, ibu pengganti tetap ibu hukum anak. 
Amerika Serikat, masalah sewa rahim dan masalah hukum yang 
menyertainya jatuh di bawah yurisdiksi negara dan situasi hukum untuk sewa 
rahim bervariasi dari negara ke negara. Beberapa negara telah menulis undang-
undang, sementara yang lain telah mengembangkan rezim hukum umum untuk 
menangani masalah surrogacy. Beberapa negara memfasilitasi surrogacy dan 
surrogacy kontrak, yang lain hanya menolak untuk menegakkan mereka, dan 
beberapa menghukum sewa rahim komersial. Sewa rahim negara ramah 
cenderung menegakkan kedua kontrak surrogacy komersial dan altruistik dan 
memfasilitasi cara mudah bagi orang tua dimaksudkan untuk diakui sebagai orang 
tua hukum anak. Beberapa negara yang ramah relatif sewa rahim hanya 
menawarkan dukungan untuk pasangan heteroseksual menikah. Umumnya, hanya 
sewa rahim kehamilan didukung dan sewa rahim tradisional hanya sedikit atau 
tidak ada bantuan hukum. Negara yang dianggap menerima untuk sewa rahim  
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termasuk California,  Illinois, Arkansas,  Maryland, dan New Hampshire  antara 
lain.21 
India adalah negara tujuan utama untuk sewa rahim karena India telah  
populer sebagai tempat  sewa rahim bagi negara-negara lain dikarenakan biaya 
yang relatif rendah. Klinik India  menjadi lebih kompetitif, tidak hanya dalam harga 
tetapi dalam perekrutan dan retensi wanita India sebagai pengganti. Biaya pasien 
antara $ 10.000 dan $ 28.000 untuk paket lengkap, termasuk pembuahan, biaya 
sewa rahimi, dan melahirkan bayi di rumah sakit. Termasuk biaya tiket pesawat, 
prosedur medis dan hotel, datang ke sekitar sepertiga dari harga dibandingkan 
dengan melalui prosedur di Inggris.  Sewa rahim di India hanya berbiaya rendah 
dan hukum yang fleksibel. Pada tahun 2008, Mahkamah Agung India dalam kasus 
Manji (Japanese Bayi) telah menyatakan bahwa sewa rahim komersial diizinkan di 
India. Yang telah kembali meningkatkan kepercayaan internasional masuk untuk 
sewa rahim di India. Namun pada tahun 2014, larangan sewa rahim ditempatkan 
pada pasangan homoseksual dan orang tua tunggal.22 
Undang-undang liberal membuat Rusia menarik untuk "turis reproduksi" 
mencari teknik tidak tersedia di negara-negara mereka. orang tua dimaksudkan 
datang ke sana untuk donasi oosit, karena usia lanjut atau status perkawinan (satu 
perempuan dan satu laki-laki) dan ketika sewa rahim dianggap. Sewa rahim  
komersial benar-benar legal di Rusia, yang tersedia untuk hampir semua orang 
dewasa bersedia menjadi orang tua. Warga asing memiliki hak yang sama seperti 
untuk reproduksi dibantu sebagai warga negara Rusia. Dalam waktu tiga hari 
setelah melahirkan orang tua sah memperoleh akta kelahiran Rusia dengan kedua 
nama mereka di atasnya. hubungan genetik pada anak  tidak masalah. 
Sewa rahim benar-benar legal di Ukraina. Namun, hanya ibu-ibu yang sehat 
yang telah memiliki anak sebelum bisa menjadi pengganti. Pengganti di Ukraina 
memiliki nol hak orangtua atas anak, sebagaimana tercantum pada Pasal 123 dari 
Kode Keluarga Ukraina. Dengan demikian, pengganti tidak bisa menolak untuk 
menyerahkan bayi itu dalam kasus ia berubah pikiran setelah lahir. Hanya 
pasangan yang sudah menikah secara hukum bisa melalui sewa kehamilan di 
Ukraina.  
Amerika Serikat menjadi tujuan lokasi ibu pengganti oleh beberapa 
pasangan mencari kartu hijau di AS, karena anak yang dihasilkan bisa 
mendapatkan kewarganegaraan di Amerika Serikat, dan dengan demikian dapat 
mengajukan permohonan kartu hijau untuk orang tua ketika anak ternyata 21 
tahun. 
Negara OKI, sebaliknya dalam praktik sewa rahim, OKI menghukumi haram. 
Hal ini terlihat dalam Hasil sidang Lembaga Fiqh Islam OKI III di Yordania  1986 
juga memutuskan bahwa sewa rahim itu adalah haram hukumnya dan dilarang 
mutlak bagi dirinya karena akan mengakibatkan percampuran nasab dan 
hilangnya keibuan dan halangan-halangan syar’i lainnya. Begitu pula tidak di 
benarkan menitipkannya ke rahim istri yang ke dua, ketiga dan seterusnya bagi 
yang poligami. Pendapat tersebut didukung oleh Yusuf Qardawi yang berpendapat 
bahwa penyewaan rahim tidak diperbolehkan, larangan ini dikarenakan cara ini 
akan menimbulkan persoalan garis nasab yang tidak jelas, sebab nasab tidak 
hanya berdasarkan garis ayah, tetapi juga sebenarnya dipengaruhi faktor genetik 
dari induknya.  
 
3. Bank Sperma 
21Disarikan dari jurnal Krawiec, Kimberly and Lee ,2009, Altruism and Intermediation in the Market 
for Babies, Washington  Law Review; Winter 2009; 66, 1; Research Library . 
22Disimpulkan dari tulisanPeng, Lina, 2013,“Surrogate Mothers: an Exploration of the Empirical and 
the Normative”, Journal of Gender, Social Policy & the Law, Vol. 21. Issue 3. 
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Di Indonesia secara hukum  donor sperma belum mempunya ketetapan 
hukum. Hal tersebut berbeda dengan melihat beberapa Negara komunis yang ada 
di dunia. Donor sperma tersebut nantinya akan disimpan pada bank sperma 
merupakan usaha yang legal. Contoh negara yang melegalkan donor sperma 
antara lain:China, Inggris, Autralia, Belanda, Denmark, dan lain-lain. 
Pengaturan masalah Bank Sperma di Amerika Serikat23, diatur sebagai 
perusahaan Sel Manusia dan Jaringan Sel dan Jaringan (HCT/Ps) oleh Food and 
Drug Administration (FDA) dengan pedoman baru yang berlaku pada tanggal 25 
Mei 2005. Banyak negara bagian juga memiliki peraturan selain yang diberlakukan 
oleh FDA, termasuk New York dan California.Kemudian, menurut rekomendasi 
Dewan Penasehat Etik Amerika Serikat disebutkan bahwa: “Dewan mengakui 
penggunaan sperma donor asal ada persetujuan dari suami isteri. Pacific 
Reproductive Services; Bank Sperma ini berlokasi di San Francisco dan 
Pasadena, California. Bank Sperma ini telah melayani pasangan lesbian dan ibu 
tunggal sejak tahun 1984., Reprotech : Didirikan tahun 1990, Reprotech 
menyediakan layanan jangka panjang penyimpanan sperma. Xytex Sperm Bank : 
Bank sperma yang ada di Georgia ini telah ada sejak tahun 1975 dan 
menyediakan layanan sperma ke konsumen di seluruh dunia. California Cryobank : 
Terletak di kota Los Angeles, Bank Sperma ini sudah berdiri lebih dari 25 tahun. 
Prosedur penyimpanan atau permintaan sperma di tempat ini cukup 
ketat.CryoGam Colorado : Bank sperma yang terletak di Colorado ini menawarkan 
layanan yang patient-centered dan harga yang terjangkau tanpa mengorbankan 
kualitas. European Sperm Bank USA : Terletak di Washington, Bank Sperma ini 
khusus bagi mereka yang identitasnya terbuka, baik pendonor maupun 
penggunanya. Sejauh ini, Amerika Serikat masih memimpin dalam bisnis sperma 
di dunia. ABC news melaporkan, AS memimpin dengan pangsa pasar 65 persen di 
seluruh dunia. Sperma dengan bapak tanpa nama menunjang 'sukses' Amerika ini. 
Di Uni Eropa, Pengaturan di negara Uni Eropa, bank sperma harus memiliki 
lisensi sesuai dengan EU Tissue Directive yang mulai berlaku pada tanggal 7 April 
2006. Di Inggris, bank sperma diatur oleh Otoritas Pembuahan dan Embriologi 
Manusia.  Semenentara Australia, dalam salah satu pasal UU Tahun 1984 
menjelaskan: “suami isteri yang melahirkan anak kehamilannya terjadi karena 
donor adalah ayah dari anak itu, karena pemakaian donor itu atas izin darinya.” 
Sementara di China memiliki 11 bank sperma yang bisa diakses 
masyarakat. Tetapi jika 11 bank sperma tersebut belum bisa memenuhi 
kebutuhan, China juga menyediakan donor sperma di pasar gelap. Menteri 
kesehatan China mengatakan bahwa donor sperma legal hanya dilakukan oleh 
bank sperma. Apapun yang terjadi dalam aktivitas jual beli maupun donor sperma 
yang dilakukan di pasar gelap tidak dilindungi oleh hukum China dan tidak diterima 
secara moral masyarakat. 
 
C. Hukum Rekayasa  reproduksi Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Transendental 
1.  Konsep Hukum Rekayasa  reproduksi berbasis Nilai Transendental 
Perkembangan rekayasa  reproduksi di seluruh belahan dunia telah menuju 
hasil yang cukup memuaskan. Begitu juga yang terjadi di Indonesia, telah 
beberapa contoh pengaturan rekayasa  reproduksi yang ada, sehingga sudah 
seharusnya Indonesia mempunyai hukum berupa undang-undang yang mengatur  
perkembangan Rekayasa  reproduksi secara rinci dan detail. Pengaturan terhadap 
rekayasa  reproduksi yang telah diterapkan di peraturan perundang-undangan di 
23Kara W. Swanson, Banking on the Body: The Market in Blood, Milk, and Sperm in Modern 
America. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014. 
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Indonesia hanya sebatas mengatur  sekilas hal yang menyangkut  rekayasa  
reproduksi. 
Mengingat Indonesia merupakan negara yang masih sangat kental budaya 
dan nilai keagamaannya, kasus-kasus yang timbul dari rekayasa  reproduksi 
sebenarnya bisa dibuatkan aturan hukum yang berbasis nilai transendental.  
Pembuatan hukum rekayasa  reproduksi  merupakan perpaduan antara hukum 
positif dan nilai transendental yaitu  dengan mendasarkan keimanan kepada Allah 
dengan mengenalkan ilmu profetik, berupa humanisasi (ta’muruna bilma’ruf), 
liberasi (tanhauna anil munkar) dan transendesi (tu’minuna billah). Dalam hal ini 
unsur transendesi harus menjadi dasar unsur yang lain dalam pengembangan ilmu 
dan peradaban manusia.  
Meninjau aturan pembentukan peraturan perundang-undangan, hukum  
rekayasa  reproduksi memungkinkan untuk dibentuk sebagai undang-undang 
tersendiri. Jika suatu undang-undang memerintahkan materi tertentu untuk diatur 
dalam undang-undang tersendiri,  materi yang bersangkutan harus diatur dengan 
undang-undang. Dengan demikian, argumen yuridis pembentukan Undang-
Undang tentang rekayasa  reproduksi adalah bahwa rekayasa  reproduksi sebagai 
bidang dari hak asasi manusia saat ini pengaturannya masih tersebar di berbagai 
peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang rekayasa  reproduksi. Pada 
implementasinya berbagai peraturan perundangan tersebut belum memadai 
sebagai kerangka hukum pembangunan bidang rekayasa  reproduksi. Oleh karena 
itu,  diperlukan undang-undang khusus yang mengatur hukum Rekayasa  
reproduksi secara komprehensif dan sistemik. 
Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya pengaturan tersebut 
dan merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan 
keadaan yang diatur oleh hukum. Merupakan pemisah antara dunia sosial dengan 
dunia hukum oleh karena sejak saat itu kejadian dalam masyarakat pun mulai 
ditundukkan pada tatanan hukum.24Dengan adanya pembuatan hukum  tahap 
pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaanya secara konkrit dalam 
kehidupan masyarakat sehari hari, inilah yang dimaksud dengan penegakan 
hukum itu.  
Nilai-Nilai Transendental yang mengakui adanya otoritas ketuhanan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jejak kehidupan Indonesia modern, 
pembukaan UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa: “Atas berkat rakhmat Allah Yang 
Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan 
kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini 
kemerdekaannya”. Konsep berkat rahmat Allah ini merupakan alasan untuk 
berbangsa yang bebas dari segala bentuk penjajahan dan pada saat yang sama 
menunjukkan adanya Postulat transendental yang menyertai perjuangan 
kemerdekaan.25 Kontribusi transendensi Islam dalam pembangunan hukum 
nasional merupakan bagian dari sejarah yang panjang. Pada jaman penjajahan 
Belanda, diterapkan Indische Staatregeling S. 1855-2 yang memuat  hukum Hindia 
Belanda. Di dalam regeling itu secara jelas diakomodasi tiga sistem hukum yang 
ada, yaitu: hukum Islam, hukum Adat, dan hukum Barat.26 Meskipun pada 
gilirannya sistem hukum Islam disisihkan perlahan-lahan hingga mengakibatkan 
perang diponegoro.  
Hukum transendental sebagai paradigma hukum Indonesia dapat diletakkan 
dalam kerangka menjaga kepercayaan dan ekspektasi masyarakat agar tetap 
pada keyakinannya tentang keutuhan Indonesia. Penalaran rasionalitas dan 
24Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT Citra Aditya Bakti , 2012, hlm. 186. 
25 Absori, op.cit., hlm.92. 
26Mardani, 2013, Kumpulan tentang Hukum Islam di Indonesia,  Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group. Hlm. 14. 
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koneksivitas batiniah yang dimiliki manusia menuntut ritme kesadaran akan 
kebenaran ilmu pengetahuan. Dalam ha ini hokum tidak hanya bersifat mengatur 
dan ditetapkan penguasa Negara tetapi menyangkut juga hokum yang hidup dan 
berkembang dari perilaku masyarakat yang sarat dengan niai nilai.27 Pemikiran 
untuk memisahkan diri dari negara  kesatuan dapat dipicu oleh runtuhnya 
kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Pentingnya 
pendekatan kearifan religius (transendental) dalam Pembangunan Hukum 
Nasional juga diungkapkan oleh para pakar hukum di Indonesia antara lain. 
a. Prof. O. Notohamidjojo28  yang menyatakan bahwa  “tanggung jawab jurist ialah 
merohaniahkan hukum”, dan “penilaian scientia yuridis harus mendalam dan 
mendasar pada constientia” (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, kasih sayang 
antarsesama dsb). Ditegaskan pula bahwa “norma-norma ethis-religius harus 
merupakan aspek normatif atau imperatif dari negara hukum”.  
b. Prof. Barda Nawawi Arief29 pada saat memberi makna Pasal 4 UU. No, 4 
Tahun 2004  menyatakan bahwa, “Tuntutan keadilan berlandaskan Ketuhanan 
YME, tidak hanya sebatas kemampuan “pengetahuan” (“knowledge/cognitive”) 
saja, tetapi diharapkan menjiwai keyakinan dan sikapnya, bahwa apabila 
keadilan berdasarkan tuntunan illahiah itu tidak diikuti dan dilaksanakan maka 
akan rusaklah masyarakat”. 
c. Prof. Hazairin30 yang menyatakan bahwa  “dalam Negara Republik Indonesia 
tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-
kaidah Islam bagi umat Islam atau kaidah-kaidah Kristiani bagi umat 
Kristen/Katolik atau bertentangan dengan kaidah-kaidah Agama Hindu Bali bagi 
orang-orang Hindu Bali, atau bertentangan dengan kesusilaan agama Budha 
bagi orang-orang Budha”. 
d. Bismar Siregar31 penjelasan mengenai hukum berdasarkan Pancasila 
berpendapat, “makna rumusan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 adalah bahwa tidak 
dibenarkan apapun yang terjadi di negara ini yang bertentangan dengan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, bila berbicara hukum yang 
berdasarkan Pancasila, pembicaraan itu harus dikaitkan dengan dasar negara 
dan selanjutnya dasar hukum adalah keadilan, dan dasar keadilan  adalah 
Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
e. Prof. Sudjito32 dalam Konggres Pancasila tgl 30 Mei  - 1 Juni 2009 di UGM 
Yogyakarta, menyatakan bahwa, “penyelenggaraan hukum harus dilakukan 
melalui keutuhan pemahaman, penggarapan, dan penyelenggaraan dalam 
mencapai keadilan substantif dan keadilan sosial yang berdasarkan pada 
Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akherat”. 
Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam. 
Substansi hukum Islam merupakan norma yang memberikan regulasi bagi 
perbuatan dan tingkah laku manusia dengan Tuhannya, sesama manusia dan 
alam semesta. Hukum Islam dapat dikelompokkan pada dua wilayah besar yaitu 
27Absori dan Achmadi, Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan 
(Perspektif Hukum Sistematik ke Non Sistematik Charles Samford), Konferensi Nasional ke-Enam 
Aosisasi Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Pare Pare, Sulawesi Selatan, 2017, hal.1. 
28 Pendapat O. Notohamidjojo yang dikutip Barda Nawawi Arief, dalam Barda Nawawi Arif, 2008, 
Pembaruan/Rekonstruksi Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Dalam Konteks 
Wawasan Nasional dan Global, Makalah disampaikan pada Seminar dan Konggres ASPEHUPIKI, 
Bandung, 17 Maret 2008, Hal. 30. 
29Barda Nawawi Arief, 2008, Pembaharuan/Rekonstruksi Pendidikan dan Pengembangan Ilmu 
Hukum Pidana Dalam Konteks Wawasan Nasional dan Global, op-cit., , hlm.30 
30 Hazairin, 1985, Demokrasi Pancasila, Jakarta:  Bina Aksara, hlm. 34. 
31  Bismar Siregar, Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, Op-cit, hlm.11. 
32 Sudjito, 2009, “Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila”, Makalah untuk Konggres  Pancasila, 
Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dan UGM, tgl 30, 31 Mei dan 1 Juni 2009, Balai Senat UGM, 
Jogjakarta, hlm. 5.  
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hukum tentang ibadah ritual (ibadah mahdhah), dan hukum muamalah (ibadah 
ghair maghdhah) yang dapat dirinci ke dalam tujuh bidang. Hukum Islam ada yang 
berlaku secara normatif kultural dan ada yang berlaku secara formal yuridis. 
Hukum Islam yang berlaku secara normatif kultural ialah hukum-hukum yang 
mengatur hubungan manusia dengan Tuhan ansich atau hukum yang bersifat 
personal.  
Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis yaitu hukum Islam yang 
mengatur hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan benda serta 
dalam hubungan kemasyarakatan. Hukum Islam telah lama eksis di Indonesia dan 
menjadi hukum yang hidup di masyarakat (the living law) sejak masuknya Islam ke 
Nusantara dan menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Hingga saat ini, 
keberadaan hukum Islam tetap eksis baik tertulis (bagian-bagian tertentu) maupun 
tidak tertulis dan menjadi bagian dari hukum nasional. Hukum Islam tidak hanya 
berdasar pada doktrin normatif berupa perundang undangan negara tetapi juga 
nilai nilai Islam yang hdup dalam masyarakat Islam Indonesia.33 Disamping itu 
dibutuhkan adanya moral dalam hukum dengan mendasarkan pada paradigma 
profetik yang mendasarkan pada nilai nilai ilahiyah. 34  
Pandangan M. Amin Abdullah ternyata mendapatkan penguatan dari Parvez 
Mansoor yang mengemukakan keharusan melakukan integrasi ilmu dan value 
supaya manusia menjadi arif dan bijak kepada alam dan seisinya. Maka ilmu dan 
metode yang dikembangkan harus berpijak pada nilai seperti: Pertama, 
ketauhidan¸ bahwa seluruh alam semesta, langit dan bumi serta seluruh isinya 
diperuntukan untuk manusia. Dengan ilmu manusia bisa mengetahui kebaikan dan 
keburukan. Dengan kehendak, manusia berjalan menuju pilihan melakukan 
perbuatan baik atau buruk dan mencari kesesuaian dengan kehendak Allah swt. 
Kedua, Kepemimpinan, yakni kehadiran manusia di muka bumi dalam rangka 
menjalankan fungsi khalifah menjadi pemimpin di muka bumi (QS. 2: 30). Ketiga, 
Amanah dan Pengabdian, ketika seorang pemimpin diberikan amanah oleh Allah 
SWT untuk mencintai yang ada di bumi dan di langit, semua dilakukan dalam 
rangka pengabdian kepada Allah swt (QS. 51: 56). Keempat, Syariah untuk 
mewujudkan kebaikan dan keadilan, manusia harus menjalankan kehidupan 
sehari-hari sesuai dengan aturan syariah yang memberikan kedamaian dan 
ketenteraman hidup manusia itu sendiri.35 
Dengan mengikuti pandangan-pandangan di atas dapat dikemukakan 
bahwa hukum berbasis nilai transendental adalah hukum yang menyandarkan 
proses pembentukan hukum melalui doktrin-doktrin agama yang dalam secara 
konstitusional diakui di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung pada setiap agama 
tersebut diderivasikan dalam bentuk norma-norma dilaksanakan oleh masyarakat 
sehingga pada akhirnya dirumuskan dalam bentuk aturan hukum yang berlaku 
secara nasional. Nilai-nilai dalam ajaran Islam adalah sebagai berikut ini: (1) 
kepercayaan adanya satu Tuhan yang berkuasa atas seluruh alam semesta yang 
wajib dipercayai, yang muslim berserahdiri kepada-Nya dan mengawasi manusia; 
(2) kepercayaan adanya malaikat-malaikat yang ditugaskan Allah untuk mengurus 
alam semesta dan manusia; (3) kepercayaan adanya nabi-nabi yang diutus oleh 
Allah untuk menyeru pada agama Islam; (4) kepercayaan adanya kitab-kitab yang 
diturunkan Allah sebagai wahyu yang mulia; (5) iman kepada hari akhir yang 
33  Fatkhul Muin dan Absori, Pembangunan Hukum Islam di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam  di 
ndonesia dalam Kerangka Al-Masalih), Jurnal Ar-Risalah, Forum Kajian Hukum dan Sosial 
Kemasyarakatan, Vol 15 No. 2, 2016, hal.1. 
34  K. Dimyati, Absori, Kelik Wardiono dan F. Hamdani,, Morality and Law  Critics Upon HLA Hart”s 
Moral Paradigm Epistimology Basis Based on Prophetic Paradigm di Indonesia, Jurnal Dinamika 
Hukum, Vol 17, No 1,  hal.23.. 
35Op. Cit. Absori, Hakikat Filasafat Ilmu, bahan ajar kuliah Filsafat Ilmu S3 Ilmu Hukum UMS. 
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merupakan tempat manusia akhirnya diadili atas perbuatan-perbuatan yang pada 
masa hidup tidak dihukum karena kekuasaannya dan mengadili kezaliman lainnya 
yang tidak dilakukan dengan sadar; (6) iman atas ketentuan takdir dari Allah baik 
berupa sesuatu yang baik maupun keburukan yang menimpa muslim. Heddy Shri 
Ahimsa mentransformasikan rukun iman yang apabila diderivasikan dalam hukum 
transendental akan melahirkan gagasan-gagasan berikut ini:36 
a. Dalam hubungannya dengan Tuhan, relasi yang ditimbulkan adalah 
pengabdian, sebagaimana konsekuensinya, memandang Tuhan sebagai 
ontologi pengetahuan adalah kebdian terhadap ilmu. Dalam konteks hukum 
transendental berarti hukum harus didasari oleh semangat untuk melakukan 
pengabdian kepada Tuhan. 
b. Dalam hubungannya dengan malaikat, relasi yang terbangun adalah 
persahabatan, sebagaimana konsekuensinya terhadap sesama ilmuwan adalah 
hubungan kolegial dan membangun komunitas intelektual. Dalam konteks 
hukum transendental berarti hukum berupaya untuk menciptakan hubungan 
kolegial antara aparat penegak hukum sebagai komunitas yang berpegang 
pada hati nuraninya. 
c. Dalam hubungannya dengan kitab (wahyu) adalah pembacaan sebagaimana 
konsekuensinya dengan buku-buku ilmiah adalah pengembangan ilmu. Dalam 
konteks hukum transendental berarti hukum harus menjadi bagian dari dan 
berasal dari struktur keilmuan dan penerapannya berdasarkan pada scientific 
evidence. 
d. Dalam hubungannya dengan para rasul  perguruan yang sungguh-sungguh 
sebagai otoritas ilmu yang mutlak, konsekuensi sebaliknya terhadap ilmuwan 
atau guru besar yang terpercaya adalah sebagai otoritas relatif. Dalam konteks 
hukum transendental berarti hukum harus didasarkan pada pemahaman yang 
proporsional mengenai dua sumber otoritas yang bersifat mutlak dan relatif. 
Sumber otoritas hukum adalah ajaran-ajaran agama sementara sumber otoritas 
relatif adalah perilaku dan pendapat legal para ahli hokum.Oleh karena itu, 
penegakan hukum harus mempertimbangkan integritas penegak hukumnya 
dalam hubungannya dengan nasib seseorang. 
e. Dalam relasinya dengan keimanan eskatologis terhadap hari akhir, juga 
dipercayai adanya akhir suatu teori pengetahuan. Dalam hubungan dengan 
hukum transcendental, hukum harus melakukan perbaikan-perbaikan untuk 
menguatkan dirinya agar ketetapannya tidak kehilangan sentuhan dengan 
sejarah manusia; 
f. Dalam hubungannya dengan takdir,  dipahami bahwa satu cabang 
pengetahuan atau paradigma tidak akan selamanya menyelesaikan masalah 
.Seorang ilmuwan harus menerima adanya keterbatasan manusia untuk 
mengerti dan memahami semua hal. Dalam konteks hukum transendental 
berarti hukum dan penegakan hukum harus mempertimbangkan aspek-aspek 
ekstra-legal yang dengan cara itulah hukum menjadi bagian dari simpul 
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36Heddy Shri Ahimsa-Putera, Paradigma Profetik Islam: Epistemologi, Etos dan Model, Yogyakarta 
:Gadjah Mada University Press, 2016, hlm. 163-173. 






2. Pengaturan Rekayasa  Reproduksi Berbasis Nilai-Nilai Transendental 
Pada era global negara dituntut mengantisipasi dan mempersipakan diri 
dalam segala bidang.37 Dalam menghadapi era globalisasi, hukum nasional 
Indonesia harus mampu menjawab tantangan fenomena global yang futuristik 
untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan kehidupan bernegara secara adil 
dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pada era modern perlu 
adanya penataan kehidupan manusia melalui pendektan ilmu pengetahuaan dan 
teknologi. 38 Disamping itu perlu didampingi kaidah-kaidah agama (hukum) Islam, 
ditambah dengan nilai-nilai intrisik dari hukum adat dan modernisasi positif dalam 
hukum Barat, maka hendaknya hukum nasional bukan lagi merupakan kodifikasi 
dari aturan-aturan yang ada, melainkan sebagai alat modifikasi bagi terwujudnya 
kehidupan bernegara di Indonesia secara lebih baik. 
a. Kloning Embrio 
1) Pendapat yang tidak memperbolehkan kloning 
Pandangan agama kebanyakan menolak teknologi kloning.39 Beberapa 
alasan pandangan yang melatarbelakangi penolakan tersebut diantaranya: (1) 
teknik kloning aseksual;40 dan (2) memproduksi anak dengan cara mengkopinya.41 
Hal ini tidak memperlakukan anak sebagai pribadi yang unik melainkan sebagai 
kelanjutan dari suatu pribadi lain.42 (3) Anak bukan dilahirkan melainkan 
37Absori,Hukum Ekonomi Indonesia, Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi 
Perdagangan,, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2010, hal 1.. 
38Absori,Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam, Era  Perdagangan Bebas,, 
Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005, hal 1.. 
39Hal yang paling dominan dalam penolakan kloning adalah terganggunya peran keluarga. David B. 
Hershenov (Juli 2000), “An Argument for Limitted Human Cloning”, Public Affairs Quarterly,Vol. 14, No. 
3: 245. 
40Loretta Taras, Anthea M. Stavroulakis, dan Mary T. Ortiz (Mei 1999), “Human Cloning : Let’s 
Discuss It”, The American Biology Teacher, Vol 61, N0. 5 :341. 
41C. Strong (Nov 2005), “REPRODUCTION: Reproductive Cloning Combined with Genetic 
Modification”, Journal of Medical Ethics, Vol. 31, No. 11: 654. 
42Beragam keberatan cloning didasarkan pada aspek kemanusiaan, moralitas, dan etika. Klon yang 
dihasilkan akan mengalami sindrom keturunan besar. Mereka yang dapat hidup akan memiliki 
kesempatan tinggi kematian akibat masalah jantung dan pembuluh darah, arteri cacat, diabetes, 
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dibuat/diproduksi. Anak bukan lagi rencana dan ciptaan Allah (made in God) 
melainkan rencana dan buatan manusia (made in man).43 Secara antropologis, 
martabat manusia direndahkan menjadi sama dengan barang;44 (4) Teknik ini 
semakin menegaskan dominasi manusia atas manusia (domination of man over 
man)45; (5) Teknik kloning potensial untuk mengekploitasi dan menghancurkan 
embrio,46  (6) Metode ini seolah-olah untuk memberi solusi kepada pasangan 
sejenis.47 Seperti kita ketahui bahwa sebagian mereka yang homoseksual 
mengatakan bahwa kloning merupakan suatu cara sempurna untuk mendapatkan 
anak, sebab mereka tidak harus menikahi seorang lain dari lawan jenis. Hal ini 
tidak adil bagi anak yang terenggut ayah dan ibu alaminya.  
Hal yang paling mengerikan dari kloning adalah sebagian peneliti hendak 
mempergunakan kloning untuk membuat manusia semata-mata demi eksperimen 
dan pembinasaan.48 Mereka bermaksud menyediakan suplai jaringan-jaringan 
tubuh yang sesuai secara genetik untuk menangani berbagai macam penyakit, 
dengan cara membuat embrio-embrio manusia dari sel tubuh pasien, kemudian 
memanipulasi embrio-embrio yang berkembang ini demi suplai spare part 
mereka.49 Sebagian bahkan berbicara mengenai mengembangkan kloning-kloning 
manusia yang secara genetik tanpa kepala atau tanpa otak sebagai gudang organ 
tubuh; mereka berargumen bahwa makhluk-makhluk yang demikian dapat 
dieksploitasi demi kebutuhan organ-organ tubuh sebab makhluk-makhluk itu tidak 
memiliki status sebagai pribadi.  
2) Pendapat yang memperbolehkan kloning 
Proses penciptaan manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-qur’an 
adalah proses sunatullah. Kloning pada manusia adalah proses “penciptaan” 
manusia melalui Sunatullah yang lain. Mengkloning manusia secara alamiah tidak 
bertentangan dengan hukum alam (Sunatullah). Karena ia merupakan bentuk  
sunatullah. Proses keilmuan bila tidak mengikuti jalur sunatullah, tidak mungkin 
dapat terwujud. Dalam sunatullah itu terdapat “ restu” Tuhan. Apabila seorang 
ilmuwan berhasil mengkloning manusia, tidak berarti ia melanggar wilayah kodrati 
Tuhan sebagai pencipta,karena hasil ciptaan tersebut masih sangat bergantung 
kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Kata Cipta yang disandang oleh ilmuwan 
kekurangan imunitas, dan cacat fisik. B. Gogarty (April 2003), “What Exactly is an Exact Copy? And 
Why It Matters When Trying to Ban Human Reproductive Cloning in Australia”, Journal of Medical 
Ethics, Vol. 29, No. 2: 84. 
43“Kehendak Tuhan atau Kehendak Manusia” dalam diskursus cloning merupakan kontrol atas 
kematian yang oleh sebagian ilmuan diistilahkan dengan “Playing God.” Ruth F. Chadwick (April 1982), 
“Cloning”, Philosophy, Vol. 57, No. 220: 203. 
44Kloning tidak hanya merendahkan martabat manusia, namun juga (cloning sebagai produk 
teknologi) menghadirkan kekosongan dalam pemikiran etika sosial. Bernanrd E. Rollin (1999), “Keeping 
up with the Cloneses: Issues in Human Cloning”, The Journal of Ethics, Vol. 3, No. 1 :52. 
45Hal tersebut bertentangan dengan kegunaan kloning embrio berupa mengobati “penyakit” 
invertilitas atau pra transmisi ventilasi penyakit genetik. Rebecca Drasser (May – Jun 2003), “AT LAW : 
Human Cloning and the FDA”, The Hastings Center, Vol. 33, No. 3 : 7.  
46Dignitas Personae, nomor 27-30. 
47Di sisi lain, munculnya teknik kloning potensial bukan satu-satunya teknik yang digunakan dalam 
kloning, namun teknik lain juga dapat dipertimbangkan dalam varian teknik kloning seperti Kloning 
Transplantasi Inti. Kloning Transplantasi Inti melibatkan penghapusan inti dari telur dan menganti 
dengan inti sel somatic. Kloning manusia akan melibatkan pengambilan sel somatik dan menanamkan 
dalam telur manusia untuk membentuk zigot. Zigot kemudian akan ditanamkan ke dalam Rahim 
seorang wanita. Victoria Davion (2006), “Coming Down to Earth on Cloning : An Ecofeminist Analysis of 
Homophobia in the Current Debate”, Hypatia, Vol. 21, No. 4 : 58. 
48Belum ada kesepakatan tentang manfaat kloning di masa depan dan bahaya kloning yang 
dianggap aman. Susan M. Wolf (Sept-Oct 1997), “Ban Cloning? Why NBAC Is Wrong”, The Hastings 
Center Report, Vol. 27, No. 5 : 13. 
49Laboratorium cloning yang terletak di Negara-negara tradisional merupakan realitas yang tidak 
dapat dibantahkan. Bonnie Stabile (Mar 2007), “Demographic Profile of States with Human Cloning 
Laws : Morality Policy Meets Political Economy”,  Politics and the Life Sciences, Vol. 26, No. 1: 44.  
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yang mampu mengkloning manusia sungguh jauh berbeda dalam kapasitas dan 
substansinya dengan makna kata tersebut saat disandang atau dinisbahkan 
kepada Allah SWT50 
Konsekuensi yang muncul adalah tidak ada manfaat besar yang didapat dari 
kloning embrio pada manusia selain keinginan untuk memperoleh keturunan 
istimewa atau untuk mengklon diri mereka sendiri. Jadi kloning embrio dalam 
aturan hukumnya dilarang atau haram karena kerusakan akibat penggunaannya 
lebih besar dari manfaat yang didapat.51 
Proses penciptaan manusia melalui kloning dilihat dari sisi hifzh al Din ( 
memelihara agama) tidak membawa dampak negatif terhadap keberadaan agama. 
Ditinjau dari sisi hifz al-nafs, kloning tidak menghilangkan jiwa bahkan melahirkan 
jiwa yang baru. Dilihat dari sisi Hifzh al-aql ( memelihara akal), kloning juga tidak 
mengancam eksistensi akal, bahkan keberhasilan kloning yang sempurna dapat 
membuat manusia mempunyai akal yg cerdas. Dilihat dari sisi pemeliharaan 
keturunan (hifzh al-Nasl) kloning terhadap manusia dipertanyakan. Dalam 
pandangan Islam, masalah keturunan merupakan suatu yang mendasar. Karena, 
keturunan mempunyai hubungan yang erat dengan hukum lain. Pernikahan, 
warisan dan sebagainya sangat ditentukan oleh garis keturunan. Kebolehan dan 
larangan perkawinan berhubungan dengan masalah nasab manusia. Karena 
sseorang hasil kloning menjadi tidak jelas garis keturunannya.dan bila dilihat dari 
sisi Hifzh al-Mal (memelihara harta) perbuatan kloning berkaitan erat dengan 
manfaat dan mafsadat. Kloning terhadap manusia hanya akan menghambur-
hamburkan harta, tanpa adanya keseimbangan manfaat yang diperoleh, kloning 
menjadi terlarang dan bila sebaliknya maka boleh artinya tidak merusak harta.52 
Kloning manusia tidak bertentangan dengan agama Buddha, namun 
demikian untuk melakukan kloning manusia harus ditinjau dampaknya terhadap 
umat manusia. Jika dengan melakukan kloning manusia tidak ada manfaatnya 
bagi kesejahteraan manusia, atau bahkan dapat memerosotkan harkat dan 
martabat manusia maka hal itu bertentangan dengan moral agama Buddha. 
Tujuan ajaran Dharma adalah untuk membawa harkat manusia ke arah keluhuran, 
membebaskan dari ikatan derita kelahiran. Untuk itu, dalam mengembangkan 
teknologi manusia harus mendasari segala karya ilmiahnya dengan kebijaksanaan. 
 
b. Inseminasi Buatan 
1) Pendapat yang Mengharamkan Inseminasi Buatan 
Muktamar Tarjih Muhammadiyyah tahun 1980 dan Musktamar Nasional 
Nahdlatul Ulama tahun 1983 mengharamkan inseminasi buatan disebabkan 
pembuahan semacam itu merendahkan martabat manusia dan merusak tatanan 
hukum.  Haramnya inseminasi didasarkan pada hadits yang terdapat dalam tafsir 
Ibn Katsir Juz 3/326 Rasulullah bersabda: “Tidak ada dosa yang lebih besar 
setelah syirik dibandingkan seseorang yang menaruh spermanya di rahim wanita 
yang tidak halal baginya”. Peserta munas berpendapat bahwa, dalam hal nasab, 
50Quraisy Shihab, seperti dikutip dalam Al-Islam & Iptek,buku Kedua, Tim Perumus Fakultas  
Teknik UMJ, Jakarta :Rajawali Press, 1998, hlm .171. 
51Realisasi cloning dianggap sebagai peningkatan martabat manusia yang sejalan dengan 
kemajuan ilmiah. Lihat Eitan Fioino (2000), “The Case Against Cloning”, The Torah U-Madda Journal, 
Vol. 9 : 220. Yigal berpendapat bahwa seseorang harus menggunakan segala yang diberikan Tuhan, 
khususnya kecerdasan dan kreativitas untuk mengembangkan dunia dan meningkatkan kehidupan di 
bumi. Cloning dapat dikategorikan  menjadi dua, yaitu “moralitas lebih tinggi” dan “moralitas lebih 
rendah”. Lihat Yigal Shafran (2000), “A MATTER OF TIME The Moral Status of Cloning”,The Torah U-
Madda Journal, Vol. 9: 245. Pendapat pro cloning juga disampaikan dengan menganalogikan dengan 
kasus aborsi. Lihat Bonnie Stabile (Juni 2006), “National Determinants of Cloning Policy”, Social 
Science Quarterly, Vol. 87, No. 2: 456.  
Al-Islam & Iptek,buku Kedua, Tim Perumus Fakultas Teknik UMJ, Jakarta :rajawali Press,1998,hlm.172. 
                                                          
28 
 
kewalian dan hadlanah tidak bisa dinisbatkan kepada pemilik sperma menurut 
Imam Ibnu Hajar, karena masuknya tidak muhtaram. Yang dimaksud dengan 
sperma yang muhtaram adalah hanya ketika keluarnya. Dalam buku Masailul 
Fiqhiyah karangan Mahyudin dapat disimpulkan bahwa inseminasi buatan atau 
bayi tabung dan sejenisnya tergolong zina dan menyulitkan penegakkan hukum 
Islam dalam masalah yang lain dan berakibat mengacaukan  hukum Islam untuk 
menentukan wali anak perempuan dari hasil inseminasi dan bayi tabung bila ia 
dikawinkan dan menyulitkan hukum Islam untuk menentukan hak-hak anak 
tersebut dalam urusan perwarisan.53 
Pendapat tersebut diperkuat oleh Said Agil Husin Al-Munawar yang 
berpendapat bahwa meskipun sewa rahim ada manfaatnya, namun, keburukan 
atau masfadah yang di akibatkan jauh lebih besar dari pada manfaatnya.  Di 
antara keburukannya adalah akan menimbulkan kacaunya status anak. Bahaya 
lainnya adalah persengketaan yang akan timbul antara kedua ibu. Oleh karena itu, 
beliau berpendapat bahwa hukum penyewaan rahim tidak dibenarkan (Haram).54 
Dari pendapat tersebut  dapat disimpulkan, hukum haram yang terdapat 
dalam sewa rahim dapat ditinjau dari beberapa segi, di antaranya, dari segi sosial, 
dapat menarik ketaraf kehidupan seperti hewan dan pencapuran nasab. Dari Segi 
etika,  memasukkan benih ke dalam rahim perempuan lain hukumnya haram 
berdasarkan hadis Nabi serta bagi seorang wanita bisa menimbulkan hilangnya 
sifat keibuan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. 
2) Pendapat yang Memperbolehkan Inseminasi Buatan 
Umar Shihab dalam Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran mengutip  Ali 
Akbar menyatakan bahwa:  “Menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan 
ibunya boleh, karena si ibu tidak bisa menghamilkannya, disebabkan karena 
rahimnya mengalami gangguan, sedang menyusukan anak kepada wanita lain 
diperbolehkan dalam Islam, malah boleh diupahkan. Maka boleh pulalah 
memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya”.55 
Pendapat pertama lebih menekankan pada konsep darurat, yaitu keadaan 
dimana keinginan memperoleh keturunan sangat besar, sedangkan belum 
ditemukan cara selain menyewa rahim. Pendapat kedua diperbolehkannya karena 
kandungan sang istri tidak bisa mengandung, pendapat ini menyamakan dengan 
diperbolehkannya menyusukan anak kepada perempuan lain, bahkan dengan 
memberikan upah. Pendapat terakhir menyatakan bahwa boleh melakukan sewa 
rahim, namun anak yang dihasilkan tetap tidak seperti anak kandung, bahkan 
statusnya seperti anak angkat. Pendapat ini senada dengan pendapat Salim 
Dimyati yang menyatakan bahwa bayi tabung yang menggunakan sel telur dan 
sperma dari suami yang sah, lalu embrionya dititipkan kepada ibu yang lain (ibu 
pengganti), maka apa yang dilahirkannya tidak lebih hanya anak angkat belaka, 
tidak ada hak mewarisi dan diwarisi, karena anak angkat bukanlah anak sendiri, 
tidak boleh disamakan dengan anak kandung.56 
3) Memperbolehkan Inseminasi Buatan dengan Syarat 
Hasil komisi fatwa tanggal 13 Juni 1979, menyatakan bahwa Dewan 
Pimpinan Majelis Ulama Indonesia memfatwakan sebagai berikut:  a) Bayi tabung 
dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah 
(boleh, berdasarkan kaidah agama); b) Bayi tabung dari pasangan suami-isteri 
dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri 
53Mahyudin, Masailul Fiqhiyah ,Jakarta : Penerbit Kalam Mulia, 1998, Cet 3, hal 4 
54Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, Jakarta :Penamadani, 2004, hlml. 
117. 
55Umar Sihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran,Semarang: Dina Utama, 1996,hlm. 141. 
56Salim HS, Bayi Tabung Dalam Bidang Pengobatan, Jakarta : Sinar Grafika, 1993, hal. 46 dan 
114..  
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pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari’ah. Sebab hal ini 
akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan 
(khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan 
ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya);c) Bayi tabung 
dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya 
haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari’ah. Sebab, hal ini akan menimbulkan 
masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun 
dalam kaitannya dengan hal kewarisan; d) Bayi tabung yang sperma dan ovumnya 
diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu 
statusnya sama dengan hubungan kelamin antarlawan jenis di luar pernikahan 
yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah Sadd az-zari’ah, yaitu untuk 
menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya. Dari berbagai pendapat 
tersebut, dapat diambil suatu rujukan untuk hukum inseminasi buatan adalah 
diperbolehkan dengan syarat sperma yang ditanam adalah sperma suami. 
 
c. Sewa Rahim 
Dalam masalah sewa rahim ada beberapa hal yang perlu dicermati untuk 
menentukan hukum yang sesuai dengan tujuan dan maksud syari’at, 
memperhatikan kemaslahatan serta mempertimbangkan dampak buruknya karena 
dalam prosesnya sewa rahim melibatkan beberapa fihak yang saling berhubungan. 
Mereka adalah, pemilik sperma, pemilik ovum (pemilik sel telur) dan pemilik rahim, 
di samping itu kata sewa dalam hal tersebut merupakan aqad muamalah yang 
perlu pula ditinjau lagi segi kelegalannya, bahkan jika tetap dilakukan memberikan 
dampak yang buruk dan rumit, khususnya pada status anak yang dihasilkannya. 
1) Akad Sewa Menyewa dalam Kasus Sewa Rahim 
Akad adalah pertalian atau perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan 
kehendak syari’ah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan. 
Suatu akad akan sah apabila memenuhi beberapa syarat, di antaranya :  shighat 
(ijab-qabul), pelaku (aqidain), objek akaq (ma’qud ‘alaih). Objek akad harus 
memenuhi enam syarat, di antaranya : (1) harus suci, dengan syarat ini berarti 
objek akad yang najis ‘ain tidak sah, (2) diperjual belikan dan dipersewakan, (3) 
mempunyai manfaat, (4) sudah mempunyai hak milik, dan (5) dapat diserahkan 
ketika akad, dan (6) harus jelas dan diketahui kedua belah Pihak.57 
Dalam kasus sewa rahim memang ketiga syarat tersebut terpenuhi, namun 
pada objek akadnya terdapat ‘ilat yang menjadikan syarat tersebut tidak sah. 
Seperti yang dijelaskan oleh Said Agil Al-Munawwar, bahwa memang sperma dan 
ovum tidak termasuk najis, namun percampuran antara keduanya setelah berubah 
menjadi alaqah (segumpal darah yang melekat pada dinding rahim), maka ia 
sudah berubah menjadi najis.Hal ini erat kaitannya dengan penyewaan rahim. 
Sebab, pemindahan sel telur yang telah dibuahi dalam tabung gelas ke dalam 
rahim wanita, berlangsung ketika sudah menjadi embrio. Meskipun dalam hal ini 
yang dipersewakan bukan sperma dan ovum melainkan rahim. Tetapi, dalam 
kasus seperti ini, ada hubungan timbal balik, yakni pemilik rahim di bayar sesuai 
dengan perjanjian oleh wanita lain sebagai pemilik ovum. Berarti hukum keduanya  
sama.58 
Dalam pandangan Islam, rahim wanita mempunyai kehormatan yang tinggi 
dan bukan barang hinaan yang boleh disewa atau diperjualbelikan, karena rahim 
adalah anggota tubuh manusia yang mempunyai hubungan yang kuat dengan 
naluri dan perasaan semasa hamil berbeda dengan tangan dan kaki yang 
57Ma’ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam,Jakarta :eLSAS,  2008, hlm. 293. 
58Said Agil Husin Al-Munawar,Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, Penamadani, Jakarta: 2004, 
hlm. 113. 
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digunakan untuk bekerja dan seumpama yang tidak melibatkan perasaan. Lebih-
lebih lagi ia termasuk dalam lingkungan yang diharamkan karena manusia tidak 
berhak menyewakan rahimnya yang akan melibatkan penentuan nasab. Selain itu, 
wasilah mendapat anak adalah hak Allah Swt dan menyewa rahim termasuk pada 
bagian farji sedangkan hukum asal dari farji adalah haram. 
Disamping itu, rahim adalah organ tubuh manusia, dan organ tubuh manusia 
itu dilarang untuk disewa dan diperjualbelikan, karena organ tubuh bukanlah 
komoditi yang boleh diperjualbelikan.59Jadi, menyewakan organ tubuh termasuk 
rahim adalah haram menurut syar’i, karena di samping akan memicu timbulnya 
problem sosial, juga akan menimbulkan eksploitasi terhadap orang-orang miskin 
untuk menjual organ tubuhnya demi mendapatkan sejumlah uang untuk memenuhi 
kebutuhannya. 
2) Konsep Darurat dalam Sewa Rahim 
Makna darurat adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak, yang tidak 
mungkin dihindari yang menyebabkan seseorang menerjang dan melanggar 
larangan syar’i yang bersifat haram. Kalau keharaman itu tidak diterjang akan 
menyebabkan sesuatu yang membahayakan dirinya. Seperti yang dikatakan oleh 
‘Izzuddin Ibn ‘Abd al-Salam bahwa tujuan syari’at adalah untuk meraih 
kemashlahatan dan menolak kemafsadahan.  
Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka mashlahah 
membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan. Kaidah 
tersebut kembali kepada tujuan untuk merealisasikan maqashid al-syari’ah dengan 
menolak mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudlaratan atau setidaknya 
meringankannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Ahmad Nadwi 
menyebutkan bahwa penerapan kaidah darurat meliputi seluruh materi fiqh.60 
Kemudian, para ulama’ memberikan persyaratan bagi seseorang bisa dikatakan 
dalam keadaan darurat harus terdapat 5 syarat berikut. (1) Kondisi bahaya besar 
itu telah benar-benar terjadi atau belum terjadi, namun   diyakini atau diprediksi 
kuat akan terjadi. (2) Tidak bisa dihilangkan dengan cara yang halal. (3) Ukuran 
melanggar larangan saat kondisi terpaksa itu harus dilakukan sekadarnya saja. (4) 
Waktu melanggar larangan saat kondisi darurat ini tidak boleh melebihi waktu 
darurat tersebut. (5) Melanggar sesuatu yang terlarang dalam kondisi darurat 
tersebut tidak akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. 
Dalam praktiknya, para ulama’ memberikan pengecualian pada kaidah ini. 
Pertama, apabila menghilangkan kemudlaratan itu mengakibatkan datangnya 
kemudlaratan yang lain yang sama tingkatannya, hal ini tidak diperbolehkan 
dilakukan. Seperti seseorang yang kelaparan mengambil makanan orang lain yang 
juga dalam  kelaparan, meskipun orang yang pertama juga kelaparan. Kedua, 
apabila dalam menghilangkan kemudlaratan menimbulkan kemudlaratan yang lain 
yang lebih besar atau lebih tinggi tingkatannya, hal ini lebih tidak diperbolehkan. 
Selain itu, dalam menghilangkan kemudlaratan, dilarang melampaui batas dan 
betul-betul tidak ada jalan lain, kecuali perbuatan yang dilarang itu satu-satunya 
jalan.61 
Bahwa salah satu tujuan dari sewa rahim adalah untuk memperoleh anak 
dengan bantuan teknologi kedokteran yang disebabkan karena rahim istri tidak 
bisa memproses janinnya. Namun, dalam sewa rahim harus dibedakan antara 
hajat dan darurat, jangan sampai orang yang terpaksa itu melanggar prinsip-
59Rusli Hasbi, Fiqh Inovatif, Dinamika Pemikiran Ulama Timur Tengah, Membongkar Kasus 
Kontemporer, Al-Irfan Publising, Jakarta:  2007, hal. 52. 
60A. Jazuli, “Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-
Masalah yang Praktis”, Jakarta:Kencana Prenada Media Group,  2007, hlm. 67. 
61Ibid, hal. 70. 
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prinsip syari’at yang pokok, berupa memelihara hak-hak orang lain, menciptakan 
keadilan, menunaikan amanah, dan menghindari kemudaratan. 
Dari paparan tersebut, dapat diasumsikan bahwa sewa rahim merupakan 
kebutuhan saja, karena  jika tidak dilakukan tidak akan menimbulkan bahaya. 
Sebaliknya, jika dilakukan akan menimbulkan banyak persoalan kemanusian yang 
muncul seperti, kerancuan status anak baik dalam hal nasab, kewalian dan 
kewarisan, dan  beban psikologis pihak suami, istri, dan wanita yang di sewa. 
Karena sewa rahim akan memunculkan masalah baru yang lebih rumit, maka sewa 
rahim hukumnya haram. 
 
d. Bank Sperma 
Perolehan sperma dari laki-laki dapat dilakukan antara lain  dengan  istimna’ 
(onani, masturbasi), ‘azl (senggama terputus), dihisap langsung dari pelir (testis), 
jima’ dengan memakai kondom, sperma yang ditumpahkan ke dalam vagina yang 
dihisap secara cepat dengan spuit, dan sperma mimpi malam.62 
Perolehan sperma ditindaklanjuti dengan dilakukannya pencucian sperma 
dengan tujuan memisahkan sperma yang motil dengan sperma yang tidak motil/ 
mati. Sesudah itu, mempertemukan dan menyatukan antara sel telur dan sperma. 
Jika dengan teknik vitro, kedua calon bibit tersebut dipertemukan dalam cawan 
petri (tabung). Tetapi jika dengan TAGIT sperma langsung disemprotkan ke dalam 
rahim. Pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah bagaimana hukum 
memasukkan benih ke dalam rahim wanita selain istrinya, sedangkan ada hadis 
Nabi yang melarang seseorang menyiramkan atau memasukkan air maninya 
(sperma) ke dalam rahim wanita lain.63 
Hal ini dimungkinkan untuk mengambil sperma yang layak dari seorang pria 
sekarat atau dari tubuh yang baru saja mati, sperma ini dapat dibekukan untuk 
kemudian digunakan oleh istrinya atau pasangan untuk menghasilkan keturunan 
genetik.64 Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan Fatwa Haram 
kepada praktek donor sperma.65 Dengan demikian pelaksanaan donor sperma 
yang bukan berasal dari suami yang sah merupakan perbuatan dilarang sehingga 
dapat diambil kesimpulan bahwa memasukkan sperma ke dalam rahim wanita lain 
hukumnya sama dengan zina, sedangkan hukum zina adalah haram, meskipun 
bukan merupakan zina yang hakiki, maka demikian pula hukum bank sperma. 
Dengan demikian, hukum pendirian bank sperma bisa mubah jika bertujuan 
untuk memfasilitasi suami isteri yang ingin menyimpan sperma suaminya di bank 
tersebut, sehingga jika suatu saat nanti terjadi hal yang dapat menghalangi 
kesuburan, isteri masih bisa hamil dengan cara inseminasi yang halal. Adapun jika 
tujuan pendirian bank sperma adalah untuk mendonorkan sperma kepada wanita 
yang bukan isterinya, pendirian bank sperma adalah haram, karena hal yang 
mendukung terhadap terjadinya haram, hukumnya haram. Berdasarkan uraian-
uraian yang telah diketengahkan sebelumnya, penulis dapat menggambarkan 
62Cara yang terbaik untuk keperluan inseminasi buatan adalah dengan cara masturbasi (onani), 
yang menimbulkan pertanyaan adalah bagaimana hukum onani dalam kaitannya pelaksanaan 
inseminasi buatan?. Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), Problematika Hukum Islam 
Kontemporer, PT. Pustaka Firdaus, Cetakan Kedua, Jakarta: 1997, hlm. 9. 
63 Nabi bersabda, “Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyirami 
airnya ke ladang orang lain”. Hadis yang senada, “Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik 
dibandingkan seseorang yang menaruh spermanya di rahim wanita yang tidak halal baginya”. Ahkamul 
Fuqaha  Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatul 
Ulama’ (1926-1999)”, Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) NU dan Diantama, cet. 2, Surabaya:  2005, hlm. 
489. 
64R D Orr, M Siegler, Is posthumous semen retrieval ethically permissible?, Jurnal  Med Ethics, 
2002;28:299–303, hlm 299., dence to: Dr R D Orr, Director of Ethics, Fletcher Allen health 
Care/University of Vermont College of Medicine, 111 Colchester 
65fatwa-baru-mui-bank-sperma-haram-bank-asi-boleh 
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keadaan tentang pengaturan rekayasa  reproduksi di negara-negara lain dan di 
Indonesia melalui beberapa peraturan perundang-undangan, melalui matriks 
pengaturan Rekayasa  reproduksi berikut ini. 
 
Tabel 5: 














 -Penelitian dan 
penyimpanan terhadap 
embrio manusia yang 
berusia lebih dari 14 
hari menyimpan gamet 
atau embrio manusia 

















- IVF, jika dari suami istri. 
- PGD (Pre-implantation 
Genetic Diagnosis) utk 
menghindari penyakit 
- Penelitian utk pematangan 
oosit 
- Penelitian pada binatang 
- Stem cell dan transplantasi 
uterus masih 
diperdebatkan 
- IVF, jika sperma, 
ovum, embrio dari 
donor 
- Sex selection 









- Penelitian sex selection utk 
menghindari penyakit 
- Stem Cell 
- Penelitian embrio pada 
saat pre-embrio 




- Penelitian embrio 
setelah masa pre-
embrio  
4 Akademi Fiqih 
Islam 
Internasional 
- Pembuahan in vitro pada 
sperma dan ovum 
pasangan suami istri, 
kemudian ovum ditanam 
dalam rahim istri 
- Inseminasi buatan, sperma 
suami dimasukkan ke 




ovum selain istri 
- Pembuahan ovum 
dengan sperma 
selain suami 










Agama Islam  
- Sewa rahim (keadaan 
darurat) 
- Inseminasi buatan, dengan 
syarat: 1) persenyawaan 
dilakukan dengan mani 
suami, 2) dilakukan saat 
suami masih hidup, 3) 
dilaksanakan oleh dokter 
Muslim yang terpercaya, 
dan 4) disetujui oleh 
pasangan 
- Sewa rahim 
- Inseminasi buatan, 
dengan sperma 
bukan dari suami 




Pada kenyataannya, sampai saat ini belum ada perencanaan atau usulan 
untuk membuat UU tentang rekayasa  reproduksi. Pada ketentuan FIGO, kloning 
untuk terapi masih diperbolehkan. Teknik terapi kloning saat ini masih 
dikembangkan terutama pada transplantasi organ. Namun, implementasinya di 
Indonesia sampai saat ini masih belum dilakukan karena peraturan yang mengatur 
Rekayasa  reproduksi di Indonesia sampai saat ini masih belum ada. Kesepakatan 
negara lain, pandangan agama seharusnya merupakan rambu-rambu yang harus 
dipatuhi setiap pelaksana dan penyelenggara teknik reproduksi buatan. 
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis dapat 
mengklasifikasikan  tentang pengaturan hukum Rekayasa  reproduksi di Indonesia 
yang berbasis nilai nilai transendental pada tabel 11. 
 
Tabel 6: 























Haram Haram  -Mengatur  secara detail 
dan jelas hal-hal yang 
dilarang dengan sangsi 
dan hukuman bagi 
pelaku dan pelaksana.  
-Mengatur  secara detail 
dan jelas hal-hal yang 
membolehkan dengan 
syarat-syarat yang ada 
dalam hukum positif , 
agama dan fatwa. 
-Mengatur syarat-syarat 
pelaksanaan dengan 
















-Mengatur  secara detail 
dan jelas hal-hal yang 
dilarang dengan sangsi 
dan hukuman bagi 
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pelaku dan pelaksana.  
-Mengatur  secara detail 
dan jelas hal-hal yang 
membolehkan dengan 
syarat-syarat yang ada 
dalam hukum positif , 
agama dan fatwa. 
-Mengatur syarat-syarat 
pelaksanaan dengan 




Dilarang Haram Haram -Mengatur secara detil 
dan jelas penyebab 
larangan dari sewa 
rahim ditinjau dari aspek 
hukum positif ,agama 
dan fatwa. 
-Mengatur sangsi dan 
hukuman bagi pelaku 
dan pelaksana sesuai 





Dilarang Haram Haram -Mengatur secara detil 
dan jelas penyebab 
larangan adanya bank 
sperma ditinjau dari 
aspek hukum positif 
,agama dan fatwa. 
-Mengatur sangsi dan 
hukuman bagi pelaku 
dan pelaksana sesuai 
dasar hukum dan dalil. 
 
Dari uraian diatas maka hukum Rekayasa  reproduksi yang Berbasis Nilai 
nilai Transendental  dalam membuat aturan tentang permasalahan yang ada 
dalam  rekayasa  reproduksi mengambil keputusan hukum melalui pandangan 
agama, ijtihad para ulama dan juga mendahulukan manfaat daripada mudharat 
yang dihasilkan dari kemajuan rekayasa  reproduksi tersebut. Harmonisasi antara 
hukum positif dan nilai nilai transendental akan menjadikan hukum rekayasa  
reproduksi bisa membentengi Indonesia dari masuknya kemajuan rekayasa  
reproduksi yang terus mengalami pembaharuan dan penciptaan penciptaan tak 
terbatas. 
Rekayasa  reproduksi pada dasarnya ingin membantu pasangan yang ingin 
mempunyai keturunan namun mempunyai masalah dalam sistim reproduksinya 
sehingga banyak penemuan untuk membantu mengatasi masalah tersebut. 
Namun dalam kenyataannya penemuan-penemuan baru tersebut melampaui 
batas dari penciptaan manusia sesungguhnya, sehingga menciptakan manusia 
melalui jalan yang tidak lazim. Segala aktifitas yang dilakukan manusia memiliki 
niat ,motif dan tujuan. Tujuan akhir dari setiap tindakan manusia pada hakikatnya 
adalah untuk meggapai kebahagiaan dan puncak kesempurnaan. Dalam Al-Qur-an 
surat Al-Kahfi ayat 37 Tuhan telah mengumpulkan seluruh esensi dari keseluruhan 
unsur materi dalam rangkaian manusia dan Tuhan telah menciptakan manusia dari 
debu    (turab) dan air mani (nuthfah), Al-qur’an juga menegaskan debu 
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menandakan sebagai materi primer, sedangkan air mani (nutfah) menandakan 
materi yang hina. Manusia diciptakan dari sebuah materi hina, akan tetapi 
kemudian Tuhan memberikan kelebihan dalam bentuk yang lain, yakni 
memuliakannya dengan sebaik-baik bentuk (sebagai manusia ). 
Tuhan juga mengatakan pada Surat Al-An’am ayat 2, bahwa Dia 
menciptakan manusia dari tanah liat (thin). Tanah liat menandakan  akan adanya 
campuran dari debu dan air. Di Ayat 11 QS As-shofat 11, Tuhan menciptakan  
manusia dari tanah yang lentur (thin idzib). Tanah lentur mengimplikasikan suatu 
keadaan yang fleksibel sehingga mampu menerima segala bentuk. Tuhan juga 
menyempurnakan tubuh manusia yang dari tanah tersebut kemudian 
menyempurnakannya dengan ruh Ilahi. Sampai  akhirnya Tuhan menyempurnakan 
diri manusia tersebut dengan pengetahuan dan hikmah dari segala sesuatu ( 
wa’allama adama al-asma’a kullaha). Keseluruhan penyebutan diatas 
mengimplikasikan bahwa potensi dari seluruh esensi alam semesta telah 
digabungkan  dalam wujud manusia.  
Dari sudut pandang etika Islam, terdapat pemahaman bahwa manusia 
seutuhnya (bani Adam) adalah manusia yang memiliki tiga unsur, yaitu jasad 
(jasadiyah), nyawa (nafs), dan roh (ruh). Persoalan menarik yang perlu 
dipertanyakan di sini adalah apakah manusia yang lahir dari proses rekayasa  
reproduksi juga memiliki ruh. Jangan sampai yang terjadi hanya makhluk biologis 
biasa yang menyerupai manusia, karena dalam Al-Quran dijelaskan adanya 
perbedaan antara nyawa dan ruh. Installing roh ke dalam diri manusia dilakukan 
sendiri oleh Allah Swt., seperti ketika Dia menciptakan Adam. 
Perbedaan pendapat di kalangan ulama dan para ilmuan sebenarnya masih 
bersifat tentative, bahwa argumen para ulama/ilmuan yang menolak teknologi 
rekayasa  reproduksi pada manusia hanya melihatnya dari satu sisi, yakni sisi 
implikasi praktis atau sisi applied science . Wilayah applied science yang 
mempunyai implikasi sosial praktis sudah barang tentu mempunyai logika 
tersendiri. Mereka kurang menyentuh sisi pure science (ilmu-ilmu dasar) dari teknik 
kloning, yang bisa berjalan terus di laboratorium baik ada larangan maupun tidak. 
Wilayah pure science juga punya dasar pemikiran dan logika tersendiri pula. 
Dalam mencari batas “keseimbangan” antara kemajuan IPTEK dan Doktrin 
Agama, pertanyaan yang dapat diajukan adalah sejuh mana para ilmuan, 
budayawan dan agamawan dapat berlaku adil dalam melihat kedua fenomena 
yang berbeda misi dan orientasi tersebut. Menekankan satu sisi dengan 
melupakan atau menganggap tidak adanya sisi yang lain, cepat atau lambat, akan 
membuat orang “tertipu” dan “kecewa”. Dari situ barangkali perlu dipikirkan format 
kajian dan telaah yang lebih seimbang, arif, hati-hati untuk menyikapi dan 
memahami kedua sisi tersebut sekaligus. Sudah tidak zamannya sekarang, jika 
seseorang ingin menelaah persoalan rekayasa  reproduksi secara utuh, tetapi 
tidak memperhatikan kedua sisi tersebut secara sekaligus. 
Selanjutnya, ada pula agamawan sekaligus ilmuan menyatakan bahwa 
tujuan agama menurut penuturan Imam al-Syatibi yang bersifat dharuri ada lima, 
yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, 
rekayasa  reproduksi itu kita uji dari sesuai atau tidaknya dengan tujuan agama. 
Bila sesuai, tidak ada keberatannya rekayasa  reproduksi itu kita restui, tetapi bila 
bertentangan dengan tujuan-tujuan syara’ tentulah kita cegah agar tidak 
menimbulkan bencana. Salah seorang ahli hukum Islam, yang bernama Abu Ishaq 
al-Satibi. 66Beliau mengemukakan bahwa tujuan hukum Islam ada lima macam, 
yaitu sebagai berikut .  
66Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia 
,Edisi Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 55-56. 
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 Pertama memelihara agama. Pemeliharaan ini merupakan tujuan pertama 
dalam hukum Islam. Hal ini, karena agama Islam merupakan pedoman hidup 
manusia, dan di dalamnya selain terdiri dari komponen-komponen akidah, yang 
merupakan pegangan hidup setiap muslim; akhlak yang merupakan sikap hidup 
seorang muslim, dan syari’at yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik 
dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan 
manusia lain, benda dan masyarakatnya. Ketiga komponen itu, dalam agama 
Islam, berjalin berkelindan. Karena itu, hukum Islam wajib melindungi agama yang 
dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadat 
menurut keyakinan agamanya.  
Kedua memelihara jiwa. Dengan tujuan kedua ini, hukum Islam mewajibkan 
kaum muslimin memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan 
kehidupannya. Untuk memelihara jiwa, hukum Islam melarang pembunuhan.  
Ketiga memelihara akal. Pemeliharaan akal ini dipentingkan oleh hukum 
Islam, karena tanpa akal yang sehat, manusia tidak mungkin menjadi pelaku dan 
pelaksana hukum Islam. Disamping itu, penggunaan akal harus diarahkan pada 
hal-hal yang positif bagi kehidupan manusia. Berkaitan dengan hal ini, agama 
Islam melarang antara lain: minum minuman yang memabukkan, yang disebut 
khamar, karena dengan meminumnya menjadikan manusia tidak membedakan 
mana jalan yang benar yang harus diikuti dan mana jalan yang tidak baik yang 
harus dijauhi.  Keempat memelihara keturunan. Pemeliharaan keturunan 
dimaksudkan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia 
dapat diteruskan. Allah mengatur secara rinci hukum kekeluargaan. 
Dalam hal ini Islam dan hukum Islam  merupakan upaya yang sistematisaasi 
konsep dasar dari nilai nilai syariah  tentang fondasi kehidupan dimana 
orientasinya untuk mewujudkan hakikat kehidupan dalam beragama dan berhukum 
melalui maqoshid al-syariah. Islam sebagai ad-dien telah memberikan dasar bagi 
umat muslim melalui Al-Quran dan Sunnah. Keduanya berisi pedoman dan 
peunjuk berupa nilai nilai kehidupan, termasuk penerapannya dalam dunia ilmu 
pengetahuan dan kehidupan sehari hari.67  
Islam bukanlah suatu agama yang dogmatis, menutup diri dari 
perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan yang berhasil dilakukan oleh 
umat manusia. Iman, ilmu dan amal ibadah adalah doktrin sentral yang telah 
mengantarkan Islam sebagai agama yang paling toleran dalam merespon 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.68Sebagai agama yang rasional Islam 
telah meranggsang daya kreativitas rasional. Sesungguhnya kami telah 
menciptakan manusia dari saripati (berasal dari) tanah. Kemudian kami jadikan 
saripati itu dari air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). 
Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami 
jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, 
lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia 
makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik 
(QS, Al-Mukminun 12-14). 
Keturunan bukan satu-satunya tujuan perkawinan. Menurut ajaran agama 
Hindu tujuan perkawinan adalah meliputi dhannasampatti (bersama-sama suami 
istri mewujudkan pelaksanaan dhanna), praja (melahirkan keturunan) dan rati 
(menikmati kehidupan sexual dan kepuasan indria lainnya). Jadi tujuan utamadi 
dalam perkawinan adalah untuk melaksanakan dharma. Dalam masyarakat Bali, 
yang menganut sistem patrilineal keberadaan anak (terutama anak laki-laki)  
67Absori, Af Azhari, MM Basri, dan F. Muin, Transformation of Maqashid Al-Syariah (An Overview of 
The Devolepment of Islamic Law In Indonesia), Jurnal Al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 
2016, Vol 11, No 1, hlm. 1-18. 
68Tim Pengurus Fakultas Teknik UMJ, Al Islam da Iptek, Rajawali Press, Jakarta, 1988, hlm.158. 
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sangat penting. Anak lakilaki nantinya mempunyai kewajiban untuk meneruskan 
garis keturunan keluarga. Namun demikian ketiadaan anak kandung bukan berarti 
garis keturunannya terputus sama sekali. Karena untuk meneruskan kepurusha 
tidak harus dilakukan oleh anak kandung. Pasangan suami istri dapat mengangkat 
seorang anak apabila sama sekali tidak mempunyai anak kandung. Dalain 
masyarakat Bali dikenal upacara pengangkatan anak yang disebut pemerasan. 
Jika suatu keluarga hanya mempunyai anak perempuan, untuk meneruskan 
garis keturunan dan melanjutkan kewajiban-kewajiban keluarga dapat dilakukan 
perkawinan nyantana. Dengan perkawinan ini seorang suami masuk menjadi 
bagian dari keluarga istri, untuk meneruskan kewajiban-kewajiban keluarga besar 
istri. Rekayasa  reproduksi  dilihat dari teori tumimbal lahir merupakan suatu hal 
yang mungkin terjadi. Apa yang disebut nyawa dalam bahsa konvensional atau 
dalam terminologi Buddhis patisandhi-citta/gadhabba di jagad raya ini tidak 
terhingga jumlahnya dan akan muncul menjadi makhluk baru dengan 
mendapatkan unsur jasmani yang tepat untuknya. Agama Buddha tidak mengenal 
kekuatan luar yang menentukan nasib dan kelahiran seseorang, tetapi karma 
masing-masing yang menentukan. Unsur jasmani yang diperlukan oleh suatu 
makhluk baru berasal dari orang tua atau induknya (dengan daya tarik dan 
pertalian karma yang sama). Kemampuan membelah/memperbanyak sel dan 
tumbuh berkembang tidak hanya dimiliki oleh unsur sexual, tetapi juga ditemukan 
pada unsur jasmani lainnya. Karena itu, cara kelahirannya tidak selalu harus 
melalui pembuahan. 
Jika dilihat dari sisi pasangan suami istri yang mempunyai kesulitan 
mendapatkan keturunan secara alami, teknologi ini tampaknya akan memberikan 
salah satu solusi bagi mereka. Namun, jika dilihat secara keselunthan kloning 
manusia merupakan perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian bagi umat 
manusia. Nilai penting yang dilanggar adalah berkaitan dengan martabat manusia. 
Teknologi yang tujuan utamanya untuk memudahkan manusia dan meningkatkan 
martabatnya, di sini justru sebaliknya. Penerapan kloning manusia akan 
menyerang dan merendahkan martabat manusia serta membuka ancaman-
ancaman bagi keselamatan umat manusia. Disamping itu hak hak dasar yang 
menyangkut hak anak yang dilahirkan akan terabaikan. Karena itu perlu adanya 
perlindungan hukum yang mengatur adanya proteksi hak hak dasar anak.69 
Hukum Rekayasa  Reproduksi Berbasis Nilai Transendental akan banyak 
mengintegrasikan hukum Islam dalam proses pembentukan hukumnya, selain 
karena hukum Islam telah mempunyai banyak dalil dan nash yang dapat dijadikan 
pertimbangan dalam proses pembuatan hukum Rekayasa  reproduksi berbasis 
Transendental disebabkan juga karena mayoritas penduduk negara Indonesia 
beragama Islam. Hukum Rekayasa  reproduksi berbasis transendental yang akan 
dibentuk bukan hanya mengatur tentang boleh atau tidaknya pelaksanaan 
rekayasa  reproduksi tersebut di Indonesia, namun juga mengatur rujukan dasar 
bagi pelarangan pelaksanaan rekayasa  reproduksi dan juga sangsi serta 
hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku bila melakukannya di negara lain. 
Karena selama menjadi warga negara Indonesia harus mengikuti dan taat pada 
aturan hukum yang dibuat di Indonesia. 
Ke depan diperlukan adanya kebijakan rekayasa reproduksi yang mengatur 
ketentuan hukum menuju hubungan hukum antar para pihak yang terlibat 
69Absori, Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia 
pada Era Otonomi Daerah, Jurnal Jurisprudence, Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, Vol 2, N0 1, 2005, hal 1. 
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secara seimbang dengan mengedepankan adanya chekcs and balances agar 
kepentingan antar para pihak, terutama peran  pemerintah dapat dihormati 
dan dipelihara dengan baik.70 Kiranya perlu dipikirkan model pendekatan  
kebijakan yang menekankan pada penedekatan hubungan yang bersifat 
humanis transcendental, yang menekan pentingnya hubungan baik  dan 
mencegah kemungkaran dan pengawasaan antar para pihak atau lembaga 
yang bersifat ilahiyah, yakni adanya komitmen dan tangung jawab kepada 
Tuhan.71 Disamping apabila terdapat gugatan atau sengketa masalah rekayasa 
reproduksi perlu dipikirkan adanya model penyelesaian yang menekankan tidak 






Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan hal-hal  
sebagai berikut . 
1. Pengaturan Rekayasa Reproduksi  yang meliputi Inseminasi Buatan, Kloning 
Embrio, Sewa Rahim dan Bank Sperma  dalam hukum Positif Indonesia . 
Pengaturan Inseminasi buatan UU Kesehatan no. 36 tahun 2009, pasal 127 
menyebutkan bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat 
dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan beberapa syarat dan 
ketentuan. Pengaturan Kloning EmbrioKeputusan Menteri Kesehatan No. 
72/Menkes/Per/II/1999 tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi 
Buatan. Pengaturan Sewa rahimSewa menyewa rahim pada prakteknya sangat 
berhubungan dengan hukum perjanjian atau perikatan.  Pasal 1313 KUH 
Perdata menyatakan bahwa perjanjian didefinisikan sebagai sesuatu perbuatan 
dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang 
atau beberapa orang lain. Pengaturan Bank SpermaIndonesia masih belum 
memiliki aturan hukum yang mengatur Donor Sperma. Undang-Undang Nomor 
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sedikit membahas yang sesuatu 
berhubungan dengan donor sperma. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 
tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi dasar untuk menyimpulkan cara 
memperolah keturunan dengan diluar cara alamiah diperbolehkan dengan 
catatan donor sperma berasal dari suaminya. Hanya saja dalam pengaturannya 
belum terdapat kepastian hukum, masih terbuka untuk  melakukan praktik 
penyewaan rahim, jual beli sperma disebabkan tidak ada rumusan sangsi yang 
mengatur tindakan tersebut . 
2. Pengaturan Rekayasa Reproduksi di berbagai negara disikapi secara berbeda-
beda. Perbedaan pengaturan tentang Kloning Embrio, Inseminasi Buatan, 
Sewa Rahim dan Bank Sperma menyesuaikan dengan tatanan hukum yang 
70Absori, Hukum  Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Muhammadiyah 
University Press, Surakarta, 2014, hal 167. 
71Absori, Kelik dan Saepul Rochman, Hukum  Profetik, Kritik terhadap 
Paradigma Hukum Non Sistemik, Genta Pulishing, Yogyakarta, 2015, hal 259.. 
72 Absori, Khudzaefah Dimyati dan Kelik Wardiono, Model Penyelesaian 
Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif, Yogyakarta: Mimbar Hukum, Fakultas 
Hukum UGM, 2008, hlm. 375. 
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berlaku di negara masing-masing. Semua pengaturan di berbagai Negara ini 
bisa menjadi bahan pembanding dalam perumusan Hukum Rekayasa 
Reproduksi di Indonesia. Pengaturan di negara-negara Islam dan Asia 
sebagian besar dapat menjadi rujukan untuk pembentukan hukum rekayasa 
reproduksi di Indonesia. 
3. Konsep Hukum Rekayasa Reproduksi yang Berbasis Transendental adalah 
hukum yang menyandarkan proses pembentukan hukum melalui doktrin-doktrin 
agama yang dalam secara konstitusional diakui di Indonesia. Nilai-nilai yang 
terkandung pada setiap agama tersebut diderivasikan dalam bentuk norma-
norma yang dilaksanakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya dirumuskan 
dalam bentuk aturan hukum yang berlaku secara nasional. Konsep hukum 
rekayasa reproduksi bernilai transendental kemudian  diintegrasikan dengan 
UU No. 36/2009 tentang kesehatan dengan norma agama dan menjadikan 
berbagai fatwa dan ulama serta tokoh-tokoh agama lainnya sebagai pandangan 
untuk diminta pendapatnya. Menyatukan hukum positif dan konsep hukum 
berbasis transendental untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan tatanan 
masyarakat Indonesia yang berdasarkan tatanan keagamaan. 
 
B. Rekomendasi 
Saran yang dapat diberikan dalam hasil penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Peraturan hukum tentang rekayasa  reproduksi hendaknya dibuat menjadi satu 
rancangan undang-undang tersendiri,  sehingga bisa menjadi payung hukum 
dalam membentengi Indonesia dari masuknya penemuan-penemuan rekayasa  
reproduksi lainnya yang tidak sesuai dengan nilai moral dan budaya di 
Indonesia. 
2. Agar pengaturan rekayasa  reproduksi dari berbagai negara yang telah ada dan 
diaplikasikan dapat menjadi bahan rujukan dan masukan dalam merumuskan 
hukum rekayasa  reproduksi di Indonesia. 
3. Agar peraturan hukum terkait dengan rekayasa  reproduksi yang sudah tidak 
lagi sesuai dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam 
masyarakat perlu revisi dan dibuat Undang Undang tentang Rekayasa  
reproduksi secara terperinci dengan mengintegrasikan antara hukum positif 
dengan nilai nilai transendental, karena itu pandangan agama dan fatwa ulama 
sebagai basis nilai transendental dipandang perlu untuk menjadi salah satu 
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